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LESTARI WULANDARI (B111 10 028). “Perlindungan Hukum 
Hak Cipta Lagu pada Aransemen Ulang oleh Paduan Suara.” 
Dibimbing oleh Bapak Ahmadi Miru, selaku Pembimbing I dan Ibu 
Nurfaidah Said, selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana UUHC 
dalam melindungi pencipta asli/ pertama terhadap aransemen ulang yang 
dilakukan oleh paduan suara serta untuk mengetahui mengetahui upaya 
perlindungan hukum atas karya cipta lagu asli terhadap aransemen ulang 
yang dilakukan oleh paduan suara. Penelitian ini dilakukan di Makassar, 
tepatnya pada Paduan Suara Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia 
Paulus, Paduan Suara Mahasiswa Universitas Hasanuddin, Stasiun TVRI 
(Televisi Republik Indonesia), dan Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia 
Wilayah Makassar.  
Adapun temuan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 1) UUHC 
tidak cukup memberikan kontribusi yang besar kepada pencipta asli/ 
pertama dalam hal perlindungan hukum atas karyanya, karena UUHC 
tidak menjelaskan secara detail mengenai bagaimana sebenarnya 
perlindungan hukum terhadap karyanya yang diaransemen ulang oleh 
paduan suara yang dilakukan dengan tidak adanya batasan secara tegas 
terhadap aransemen ulang tersebut. Dalam hal ini, maka yang harus 
berperan aktif adalah pencipta asli/ pemegang hak dalam melaporkan 
adanya pelanggaran atau sama saja dengan delik aduan, sedangkan jika 
kembali pada hakikatnya dari hak cipta itu sendiri yang menegaskan 
bahwa hak cipta merupakan delik biasa yang dimana tanpa aduan pun, 
ketika terjadi pelanggaran hak cipta, maka yang harus berperan aktif 
dalam penanganan pelanggaran ini adalah Pemerintah atau dalam hal ini 
penyidik. 2) Upaya perlindungan hukum atas karya cipta lagu asli 
terhadap aransemen ulang, yaitu; Pertama, perlindungan hukum secara 
preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau 
permasalahan; dan Kedua, perlindungan hukum secara represif 
mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk penanganan 
perlindungan hukum represif ini, seperti pada peradilan umum dan 
peradilan niaga. Adapun peranan YKCI sebagai lembaga publik yang 
melakukan perlindungan hukum terhadap hak cipta karya lagu/ musik, 
bersama dengan pemerintah secara langsung tentu menjadi  bagian dari 
sistem hukum tersebut. YKCI juga berkewajiban memberikan informasi 
atas ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUHC kepada pemegang 
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A. Latar Belakang 
Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti 
arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, 
hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan 
secara terus-menerus. Kekuatan politis dan tarik-menarik dalam 
memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, 
menyebabkan negara-negara didunia menentukan strategi pemberdayaan 
ekonomi di negaranya masing-masing. Kebijakan ekonomi nasional suatu 
negara biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Tak 
pelak lagi, negara-negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara 
ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut yang 
menimbulkan banyak ketidakadilan. 
Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang 
sangat ditentukan oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh 
individu-individu dalam suatu negara. Kreativitas manusia untuk 
melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil 
penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang 
memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya 
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memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran 
biaya yang besar. 
Untuk melahirkan karya ilmu pengetahuan misalnya, seorang 
peneliti menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Demikian pula untuk 
menghasilkan karya sinematografi yang berkualitas, seorang produser 
menghabiskan dana milyaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam 
bidang musik dan rekaman suara. Untuk menghasilkan suara yang 
berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman 
yang berkualitas baik pula (sudah barang tentu memerlukan dana yang 
tidak sedikit). Belum lagi persiapan awal sebelum ke studio rekaman yang 
mengharuskan para komponis dan krunya “menguras talenta seni” yang 
melekat pada dirinya. Kesemua itu menunjukkan betapa rumit dan 
beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk 
kelahiran sebuah karya cipta. Dengan begitu, pantaslah hak yang terbit 
karenanya dirumuskan sebagai property rights yang bersifat eksklusif dan 
diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan 
hukum. 
Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksudkan dengan hak 
eksklusif dari pencipta adalah “tidak ada pihak lain” yang boleh 
memanfaatkan hak tersebut, kecuali dengan izin pencipta1. Perkataan 
“tidak ada pihak lain” tersebut mempunyai pengertian yang sama dengan 
hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh 
                                                             
1
 Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta 
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mendapatkan hak semacam itu. Inilah yang disebut dengan hak yang 
bersifat eksklusif. Eksklusif berarti khusus, spesifikasi, dan unik. 
Keunikannya itu, sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. 
Tak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, komponis 
atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh 
Allah SWT, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi yang dapat 
berkreasi untuk menghasilkan karya cipta. Oleh karena itu, hak cipta itu 
semula terkandung di dalam pikiran dan di dalam ide. Namun untuk dapat 
dilindungi, harus ada wujud nyata dari dalam ide tersebut. Untuk karya 
hasil penelitian, harus sudah ada bentuk rangkaian kalimat yang terjelma 
dalam bentuk buku (meskipun belum selesai). Demikian pula untuk karya 
seni, misalnya harus sudah terjelma dalam bentuk lukisan, penggalan 
irama  lagu atau musik. Jadi, ia tidak boleh hanya tinggal di dalam pikiran 
atau dalam ide saja. 
Dalam bidang seni, salah satunya adalah lagu. Dalam industri 
musik di era digital ini seringkali terjadi berbagai masalah, hal ini 
dikarenakan kecanggihan teknologi yang semakin meningkat, sehingga 
memungkinkan untuk menggandakan suatu karya cipta, mengurangi atau 
menambahkan karya cipta lagunya, atau bahkan mengubah instrumen 
musiknya sehingga tampak lebih harmoni. Akibatnya, semua orang bisa 
memanfaatkan hal tersebut  tanpa perlu mengeluarkan biaya sepeser pun 
untuk membayar royalti kepada penciptanya, tentunya hal ini merugikan 
pencipta dari segi ekonomi. Industri musik Indonesia saat ini berada dalam 
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keadaan yang memprihatinkan. Semakin tingginya angka pelanggaran 
terhadap karya musisi Indonesia, membuat royalti yang seharusnya 
diterima oleh para musisi (setelah dibagi oleh para label rekaman dan 
produser) harus dengan rela hati diberikan kepada para insan yang tidak 
bertanggung jawab tersebut. 
Hak cipta merupakan suatu hak yang lahir karena daya kreativitas 
seseorang dalam menciptakan suatu karya dibidang ilmu, sastra, dan 
seni. Adapun hasil karya tersebut bernilai sangat tinggi. Apabila hasil 
karya cipta tersebut dijadikan sebagai salah satu hal yang bernilai 
ekonomis, maka karya cipta tersebut akan menghasilkan kekayaan materi 
yang tak terhingga.  Untuk menghasilkan sebuah karya, pencipta telah 
mengeluarkan pikiran  orisinilnya agar dapat dinikmati oleh orang lain. 
Dalam prosesnya, pencipta  juga membutuhkan pemikiran dan 
mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit.  Oleh karenanya, apabila hasil 
karya mereka tidak dihargai dan ditiru setiap saat oleh siapa saja ini dapat 
menghambat kreativitas penciptaan yang dapat menghentikan daya kreasi 
anak-anak bangsa. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
tertentu yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai hasil karya 
orang lain, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Akibatnya pencipta 
dirugikan, yang pada akhirnya mempengaruhi gairah dan kreativitas orang 
untuk mencipta. 
Timbulnya pelanggaran hak cipta tersebut disebabkan karena 
rendahnya pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta dan 
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keinginan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi dengan cara yang 
mudah, tentunya hal seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena 
kurang menguntungkan bagi pencipta  dan mengurangi minat seseorang 
dalam membuat suatu hasil karya cipta. Kebutuhan untuk mengakui, 
melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, 
pencipta, dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi 
kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.   
Dalam hubungan kepemilikan terhadap Hak Cipta, hukum 
menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil 
karyanya itu dan penghargaan terhadap hasil kreasi dari pekerjaan 
manusia yang memakai kemampuan intelektualnya, maka pribadi yang 
menghasilkannya mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik dan 
tidak seorang pun bisa mempunyai hak atas apa yang dihasilkannya.2 Hal 
ini menunjukkan, bahwa perlindungan hukum adalah merupakan 
kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok 
sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, 
hukum memberi  jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat, 
jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang 
berkembang dengan menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemilik hak 
cipta dan kebutuhan masyarakat umum.3 
                                                             
2
 Adi Sulistiyono,  Eksistensi& Penyelesaian Sengketa HAKI,  (Surakarta:  Lpp UNS dan 
UNS press, 2007), halaman 11. 
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Munculnya pelanggaran hak cipta dengan berbagai bentuk dan 
jenisnya adalah sikap yang tidak menghargai  hasil  karya  orang lain dan 
memanfaatkan hasil ciptaan yang telah dilindungi oleh Undang-Undang 
Hak Cipta hanya untuk mencari keuntungan pribadi, seperti di wilayah 
Kota Makassar terdapat kelompok paduan suara yang dijadikan sebagai 
salah satu sumber penghasil keuntungan yang cukup besar. Hal ini 
dibuktikan dengan adanya bentuk profesionalisme sebagai wujud dari 
keseriusan antara manager, arranger, serta penyanyinya. Bentuk 
profesionalisme tersebut diwujudkan dengan begitu banyaknya pekerjaan 
(job) untuk bernyanyi sejumlah lagu yang cukup terkenal dalam berbagai 
kesempatan yang diterima oleh manager dari kelompok paduan suara 
yang bersangkutan. Hal ini tentu saja melanggar hak eksklusif dari 
pencipta, terlebih lagi dalam hak ekonomi (economic right) serta hak moral 
(moral right) yang sudah sangat jelas hanya dimiliki oleh pencipta. 
Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta menunjukkan upaya 
pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, 
meskipun pada prinsipnya hak cipta dilindungi sejak suatu karya cipta 
dilahirkan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta ditentukan, bahwa semua 
bentuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra termasuk 
di dalamnya lagu atau musik dengan atau tanpa teks, merupakan ciptaan 
yang dilindungi serta berlaku selama si pemegang hak cipta hidup, sampai 
dengan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia4. 
                                                             
4
Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta. 
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Namun, dalam realitasnya menunjukkan bahwa terdapat kelompok 
paduan suara di kota Makassar yang memang dalam menerima pekerjaan 
(job) untuk bernyanyi itu menggunakan lagu hasil aransemen ulang. 
Aransemen yang dimaksud adalah suatu usaha untuk menyusun ulang 
suatu karya yang telah ada sebelumnya ke dalam bentuk serta rasa yang 
berbeda. Aransemen dalam musik juga menata dan memperkaya sebuah 
komposisi musik, melodi, atau lagu menjadi suatu gaya atau format yang 
baru dengan sentuhan kreatif pelaku aransemen (arranger). Seseorang 
yang pekerjaannya membuat aransemen disebut pengaransemen atau 
arranger.  
 Persoalan ini memang perlu dikaji secara mendalam. Persoalan 
penegakan hukum di Indonesia memang belum memperlihatkan tanda-
tanda yang menggembirakan5. Pelanggaran yang dilakukan oleh seorang 
manager dari suatu kelompok paduan suara sebagai orang yang berperan 
penting dalam menerima semua pekerjaan (job) yang menginginkan 
kelompok paduan suara asuhannya untuk bernyanyi. Lagu yang 
dinyanyikannya merupakan lagu atau musik hasil dari aransemen ulang 
yang tidak didasarkan dengan persetujuan dari pencipta lagu yang 
bersangkutan (tanpa persetujuan antara pencipta lagu dengan kelompok 
paduan suara). Tentunya dalam kegiatan terus-menerus seperti itu, akan 
sangat menguntungkan dari segi ekonomi, karena dengan lagu 
aransemen ulang yang dilakukan oleh arranger tersebut dapat 
                                                             
5
 OK. Saidin, AspekHukum Hak Kekayaan Intelektual-Edisi Revisi,Jakarta: PT Raja 
Grafindo,2006, hlm. 113. 
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memberikan keuntungan yang cukup banyak, tidak hanya keuntungan 
yang diperoleh pihak arranger pihak paduan suarapun turut serta dalam 
mengambil keuntungan tersebut. Sesuai dengan permasalahan  tersebut, 
sudah sangat jelas bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang 
mengaransemen ulang lagu dan pihak paduan suara yang menyanyikan 
lagu aransemen ulang tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan 
keuntungan yang dilakukan secara terus-menerus yang dimana kegiatan 
tersebut juga dilakukan secara profesional. Profesional yang dimaksud 
disini adalah kegiatan yang dilakukannya tersebut terorganisir, yang 
dimana kegiatannya ini melibatkan seorang manager dalam menerima 
semua permintaan pekerjaan (job) menyanyi, yang kemudian arranger 
mempersiapkan lagu aransemen ulang, dan terakhir adalah menyerahkan 
lagu aransemen ulang tersebut kepada dirigen dan dirigen tersebutlah 
yang melatih paduan suaranya untuk tampil dalam pekerjaan (job) 
tersebut. 
 Berdasarkan uraian latar belakang di atas menurut Penulis, 
ternyata dalam kenyataan, pelanggaran hak cipta sering terjadi. Oleh 
karena itu, perlu kiranya diketahui lebih jauh mengenai sejauh mana 
UUHC dalam melindungi pencipta asli/ pertama terhadap aransemen 
ulang yang dilakukan oleh paduan suara serta upaya perlindungan hukum 





B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka masalah 
pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
1. Sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi pencipta 
asli/ pertama terhadap aransemen ulang yang dilakukan oleh paduan 
suara? 
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum atas karya cipta lagu asli 
terhadap aransemen ulang yang dilakukan oleh paduan suara? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan 
sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan 
untuk: 
1. Untuk mengetahui Undang-Undang Hak Cipta dalam melindungi 
pencipta asli/ pertama terhadap aransemen ulang yang dilakukan oleh 
paduan suara. 
2. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum atas karya cipta lagu asli 
terhadap aransemen ulang yang dilakukan oleh paduan suara. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat  
pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah  
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bahan pustaka mengenai perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu 
atas aransemen ulang yang dilakukan oleh kelompok paduan suara. 
2. Manfaat Praktis 
Adapun manfaat praktis dari penulisan ini, yaitu sebagai 
sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus 


















A. Sejarah dan Perkembangan Hak Cipta 
Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman 
seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan 
keanekaragaman etnik, suku bangsa, dan agama secara keseluruhan 
merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan 
budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat 
dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata 
untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk 
meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang 
melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan 
budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan, tidak 
hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara. 
Indonesia telah ikut serta dalam pergaulan masyarakat dunia 
dengan menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade 
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) 
yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (Persetujuan tentang Aspek-Aspek HAKI yang terkait 
Perdagangan), selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Hak 
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Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi Bern Convention for the 
Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang 
Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden No.18 
Tahun 1997 dan World Intellectual Property Organization Copyrights 
Traety (Perjanjian Hak Cipta WIPO), yang selanjutnya disebut WCT, 
melalui Keputusan Presiden No.19 Tahun 19976. 
Sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota 
WTO (World Trade Organization) mengharuskan Indonesia untuk 
menyesuaikan segala peraturan perundangannya di bidang HKI dengan 
standar TRIPs. Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta sebagai pengganti 
tiga undang-undang yang telah ada sebelumnya, yaitu Undang-Undang 
No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang No.7 Tahun 1987, 
Undang-Undang No.12 Tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-
Undang No.6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1997, walaupun perubahan itu telah 
memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIP’s, namun 
masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi 
perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta7. 
Saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta. 
Undang-undang ini lahir setelah mengalami beberapa kali perubahan. 
Walaupun perubahan itu telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang 
                                                             
6
 Sutedi, Adrian. Hak atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 114. 
7
 Ibid, hlm. 116. 
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sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu 
disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual 
di bidang Hak Cipta, termasuk upaya untuk memajukan perkembangan 
karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya di 
atas. Hal itu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta 
pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia 
memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim 
persaingan usaha yang sehat dalam melaksanakan pembangunan 
nasional. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan 
karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan 
menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan 
kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, 
dibaca, atau didengar8. 
Tiga Undang-Undang Hak Cipta yang telah ada sebelumnya, 
walaupun perubahan-perubahan yang telah dilakukan telah memuat 
penyesuaian pasal yang sesuai dengan TRIPs, namun masih terdapat 
beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberikan perlindungan 
bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya untuk 
memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari 
keanekaragaman seni tersebut, masih terdapat beberapa ketentuan yang 
sudah sepatutnya dimanfaatkan. Selain itu, dalam Undang-Undang Hak 
Cipta perlu menegaskan dan memilah kedudukan hak cipta disatu pihak 
                                                             
8
 Mahadi dalam OK. Saidin, hlm. 46.  
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dan hak terkait dilain pihak dalam rangka memberikan perlindungan bagi 
karya intelektual yang bersangkutan secara lebih jelas. 
Hukum hak cipta melindungi karya intelektual dan seni dalam 
bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan 
seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti 
foto, gambar arsitektur, dan peta, serta dalam bentuk suara dan video 
seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan, dan video koreografi. 
Hukum hak cipta bertujuan melindungi hak pembuat dalam 
mendistribukan, menjual, atau membuat turunan dari karya tersebut. 
Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan 
terhadap penjiplakan (plagiat) oleh orang lain.  
B. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hak Cipta 
1. Hak Cipta adalah Hak Khusus 
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 
penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 
memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-
pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Adapun hak eksklusif menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, adalah hak yang semata-
mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain 
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yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya9. Dalam 
pengertian mengumumkan atau memperbanyak, termasuk kegiatan 
mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, 
menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, 
mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, dan merekam ciptaan 
kepada publik melalui sarana apapun. 
Hak cipta sebagai bagian dari hak milik yang abstrak merupakan 
penguasaan atas hal kemampuan kerja dari gagasan serta pikiran. 
Perlindungan hak cipta mempunyai suatu batasan waktu tertentu. Hak 
cipta akan menjadi milik umum setelah habis masa perlindungannya. 
Menurut Michael B. Smith dan Merritt R. Blakeslee mengemukakan hak 
cipta dapat pula diartikan sebagai10: 
“Hak Eksklusif yang diberikan pemerintah untuk jangka waktu 
tertentu kepada pencipta karya sastra atau seni seperti buku, 
gambar, foto, komposisi musik, rekaman atau program komputer”. 
 
Istilah hak cipta di Indonesia untuk pertama kali diusulkan oleh St. 
Moh. Syah pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 sebagai 
pengganti istilah hak pengarang (Auteurs Rechts) yang dianggap kurang 
luas cakupan pengertiannya. Adapun yang dimaksud dengan kurang luas 
adalah istilah pengarang tersebut memberikan kesan “penyempitan” arti 
seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari 
seorang pengarang saja atau hanya berkaitan dengan karang-mengarang. 
                                                             
9
 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
10 David Vaver dalam Henry Soelistyo, hlm. 73. 
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Sedangkan menurut L.J Taylor hak cipta melindungi suatu ekspresi dari 
suatu ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum bisa dilindungi11. 
2. Hak Cipta dapat Dialihkan 
Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan. 
Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak 
cipta diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Hak Cipta, bahwa hak cipta 
dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat 
dipindahtangankan, dilisensikan, dialihkan, dijualbelikan oleh pemilik atas 
pemegang haknya12, baik seluruhnya maupun sebagian melalui 
pewarisan, hibah, wasiat, maupun melalui suatu perjanjian seperti jual 
beli, maupun lisensi13. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik 
seluruhnya maupun sebagian, karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian 
tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan. 
Beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara 
lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa 
akta notaris14. Persetujuan secara lisan saja tidak diakui oleh Undang-
Undang Hak Cipta. Dalam hal ini pihak paduan suara tidak mendapatkan 
persetujuan secara lisan dari pencipta lagu, apalagi persetujuan secara 
tertulis tentu saja pihak paduan suara tidak mendapatkannya dalam 
                                                             
11
 Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual:Sejarah, Teori, dan 
Praktiknya di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997. Hal.55. 
12
  OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 69. 
13
 Edi Damian, Hukum Hak Cipta menurut Beberapa Konvensi Internasional, Undang-
Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian 
Penerbitannya. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 19. 
14
  Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. 
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melakukan kegiatan aransemen ulangnya. Sebenarnya, persetujuan 
secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan 
daripada persetujuan secara lisan, apalagi persetujuan yang dilakukan 
secara diam-diam. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang 
tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di 
kemudian hari. 
Abdulkadir Muhammad15 mengemukakan bahwa  pengalihan hak 
cipta itu didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh 
manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersil, pencipta mengalihkan 
hak cipta dengan bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari 
penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Hak cipta suatu 
ciptaan tetap ada di tangan pencipta selama kepada pembeli ciptaan itu 
tidak diserahkan seluruh hak ciptanya. 
Hak cipta dapat beralih baik seluruhnya maupun sebagian melalui 
pewarisan, hibah, wasiat, dan dijadikan milik negara. Hak-hak eksploitasi 
dari pemegang hak cipta, misalnya hak reproduksi, hak mempertunjukkan, 
hak mengadaptasi, dan hak menerjemahkan dapat dialihkan secara 
keseluruhan, dapat juga secara satu persatu atau sebagian saja, bahkan 
dapat juga hanya dalam bentuk tertentu saja, antara lain sebagai berikut16: 
                                                             
15
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, 
Bandung,2007,hlm. 187. 
16
 J. C. T. Simorangkir, Hak Cipta Lanjutan, Jakarta: Penerbit Jembatan, 1973, hlm. 74. 
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a. Bidang hak reproduksi, yang dialihkan hanyalah hak reproduksi/ 
menerbitkan ciptaan itu dalam bentuk buku, bukan dalam majalah, 
bukan dalam surat kabar, dan sebagainya; 
b. Bidang hak mempertunjukkan/ memainkan, yang dialihkan hanyalah 
hak untuk memainkan musik tertentu; 
c. Bidang hak adaptasi, yang dialihkan adalah hak untuk membuat film 
dari ciptaan yang bersangkutan bukan untuk disandiwarakan;  
d. Bidang hak terjemahan, yang dialihkan adalah hak untuk 
menerjemahkan karangan yang bersangkutan. 
 Hak cipta menjadi milik negara yaitu apabila suatu ciptaan sama 
sekali tidak diketahui penciptanya. Hal ini berarti bahwa harus telah 
didahului dengan upaya untuk mengetahui dan menemukan pencipta 
yang bersangkutan, setelah benar-benar diyakini bahwa ciptaan yang 
bersangkutan tidak diketahui atau tidak ditemukan penciptanya, maka hak 
cipta atau ciptaan tersebut ditetapkan dipegang oleh negara. Tetapi, 
apabila dikemudian hari ada pihak yang dapat membuktikan sebagai 
pencipta atau adanya pencipta tersebut, maka negara akan menyerahkan 
kembali hak cipta kepada yang berhak.  
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 
Pemberlakuan perlindungan hukum hak cipta pada pelaksanaannya 
memiliki jangka waktu perlindungannya. Masa perlindungan ini diberikan 
untuk memberikan kepastian hukum sampai kapan suatu ciptaan atau 
karya intelektual tersebut dapat dijamin perlindungannya dan dapat 
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ditindak atas pelanggaran yang dilakukan terhadap ciptaan tersebut. 
Adanya jangka waktu perlindungan ini diharapkan mampu memberikan 
rasa aman bagi penciptanya untuk dapat terus melakukan kreasi-kreasi di 
bidang hak cipta. 
Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan 
jangka waktu perlindungan. Hal itu diatur dalam Pasal 29 sampai dengan 
Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta sebagai berikut17: Pertama, jangka 
waktu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptanya 
meninggal dunia. Pencipta memperoleh perlindungan selama life time plus 
50 tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan karya turunan 
atau derivatif. Di antaranya, buku dan semua karya tulis lain, lagu atau 
musik, drama atau drama musikal, tari, koreografi, lukisan, dan karya seni 
rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimaksud dimiliki oleh dua 
orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang 
meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. 
Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan 
diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini 
meliputi, program komputer, fotografi, dan beberapa karya derivatif seperti 
karya sinematografi, database, dan karya hal pengalihwujudan.18 
Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum. 
Demikian pula Hak Cipta atas perwajahan karya tulis atau typographical 
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 Adrian Sutedi, Op.Cit, hlm. 116-117. 
18
Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
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arrangement yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan.19 Perlindungan 
selama 50 tahun juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang Hak 
Ciptanya dipegang oleh negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 
ayat (1) dan (3), yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan 
ciptaan itu belum diterbitkan.20 Demikian pula, ciptaan yang telah 
diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya. 
Selebihnya, Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit 
berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak 
ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.21 
Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan untuk 
folklore atau cerita rakyat dan hal kebudayaan rakyat yang menjadi milik 
bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, tarian, dan karya seni 
lainnya.22 Hak cipta atas ciptaan-ciptaan seperti itu dipegang oleh negara. 
Perlindungan secara tanpa batas waktu juga berlaku terhadap Hak Moral, 
khususnya Paternity Right sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1)23. 
Adapun perhitungan mengenai jangka waktu perlindungan Hak 
Cipta, undang-undang mengatur dengan beberapa ketentuan. Terhadap 
ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, jangka waktu 
perlindungannya dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang 
                                                             
19
Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. 
20
Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang Hak Cipta. 
21
Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta. 
22
 Pasal 31 ayat (1) huruf aUndang-Undang Hak Cipta. 
23
Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
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terakhir.24 Sementara itu, dalam menentukan jangka waktu berlakunya 
Hak Cipta atas ciptaan  yang terdiri atas dua jilid atau lebih, setiap jilid 
dianggap sebagai ciptaan tersendiri. Selanjutnya, tanpa mengurangi hak 
pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung 
berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, perhitungan jangka waktu 
perlindungan dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan 
tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah 
pencipta meninggal dunia. 
Batas-batas waktu tersebut menentukan berlaku dan berakhirnya 
masa perlindungan suatu ciptaan. Oleh karena itu, dengan berakhirnya 
jangka waktu pemilikan tersebut, maka jadilah karya cipta itu sebagai 
karya milik umum (public domain). Pembatasan jangka waktu yang ada 
dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia bukanlah satu-satunya 
peraturan hak cipta yang memberikan batasan. Pembatasan jangka waktu 
hak cipta yang tercantum pada Undang-Undang Hak Cipta, dikenal juga 
pada aturan Belanda yaitu Auterswet 1912. Ketentuan auterswet ini 
merupakan pengambilalihan dari ketentuan Internasional Konvensi 
Berne25. 
Pembatasan hak cipta mempunyai makna supaya hak pencipta 
sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai 
hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang akan tercipta 
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Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. 
25 Stewart S.M. dalam Henry Soelistyo, hlm. 111. 
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keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat yang dikenal 
dengan konsepsi hak milik yang berfungsi sosial. Walaupun demikian, 
dalam praktik ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering 
menguntungkan pihak lain yaitu pihak produser dalam hal karya lagu serta 
karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hal karya cipta berupa 
buku. Hal ini tentunya tidak terlepas dari hak cipta yang mengandung 
faktor komersial, yaitu ada unsur ekonomis dalam rangka mencari 
keuntungan. 
4. Subjek Hak Cipta: Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 
Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting 
dalam Hukum Hak Cipta. Pencipta yang dimaksud tersebut, harus 
mempunyai kualifikasi tertentu, agar hal karyanya dapat dilindungi. 
Seorang pencipta harus mempunyai identitas, dan status untuk 
menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang menghasilkan 
karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Sesuai dengan Pasal 1 
angka (2) Undang-Undang Hak Cipta mendefinisikan pencipta secara rinci 
sebagai berikut: 
“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-
sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, 
imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan 
dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi”. 
 
Sesuai dengan isi Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Hak Cipta 
tersebut, secara singkat menjelaskan bahwa pencipta adalah seseorang 
atau beberapa orang secara bersama-sama melahirkan suatu ciptaan 
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dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dengan sendirinya, 
Pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang 
hak cipta adalah Penciptanya. Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan 
dalam Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Hak Cipta yaitu: 
“Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, 
atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain 
yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak 
tersebut”. 
 
Dengan demikian, Pencipta  otomatis menjadi pemegang hak cipta, 
yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang 
hak cipta tidak harus Penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima 
hak tersebut dari Pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak 
tersebut dari Pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan. 
Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengatur orang-perorangan dan badan 
hukum yang dapat menjadi Pencipta dalam penggolongan:  
1. Seorang tertentu (Pasal 5);   
2. Dua atau lebih orang (Pasal 6 dan 7); 
3. Seorang karyawan (Pasal 8);  
4. Badan hukum (Pasal 9). 
Perbedaan pencipta dalam beberapa golongan memiliki implikasi 
yang sangat penting terhadap hak dan kewajiban pencipta, pendaftaran 
ciptaan, lama berlaku hak cipta dan pertanggungjawaban dalam hal 
terjadinya pelanggaran hak cipta. Beberapa definisi mengenai Pencipta di 
atas menjelaskan bahwa pada dasarnya secara konvensional yang 
digolongkan sebagai pencipta adalah seseorang yang melahirkan suatu 
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ciptaan untuk pertama kali sehingga ia adalah orang pertama yang 
mempunyai hak-hak sebagai Pencipta yang disebut hak Pencipta, dan 
lebih ringkas lagi menjadi hak cipta.  
Pada mulanya, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta 
pertama dari suatu ciptaan tertentu tidaklah terlalu sulit. Misalnya: 
Pencipta suatu ciptaan karangan ilmiah adalah seorang yang menulis 
tulisan ilmiah bersangkutan; Pencipta suatu ciptaan musik adalah 
komposer; dan Pencipta suatu ciptaan potret adalah fotografer. Meskipun 
demikian, dengan semakin berkembangnya teknologi canggih pada akhir-
akhir ini, untuk menentukan siapa yang menjadi pencipta pertama dari 
suatu ciptaan tertentu, memerlukan penjelasan dengan suatu pendekatan 
yang agak berbeda. Terutama dalam menentukan Pencipta dari ciptaan-
ciptaan yang tergolong sebagai hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta, 
misalnya: pencipta dari suatu pergelaran musik klasik adalah seorang 
pelaku (Performer); Pencipta dari rekaman suara suatu lagu dalam bentuk 
Compact Disc atau pita seluloid adalah Produser rekaman suara; dan 
Pencipta dari tayangan pertunjukan/pergelaran musik melalui siaran 
televisi adalah lembaga penyiaran.  
Mengetahui siapa yang merupakan Pencipta pertama suatu ciptaan 
adalah sangat signifikan, karena26 : 
1. Hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda 
dengan hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan hak cipta. 
                                                             
26
 J. C. T. Simorangkir, Op.Cit, hlm. 127. 
25 
 
2. Masa berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya 
lebih lama dari mereka yang bukan pencipta pertama.  
3. Pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat 
bagi keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
Hak Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. 
Untuk menjelaskan tentang siapakah yang disebut sebagai 
pencipta, Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa Pencipta adalah 
orang yang membuat atau melahirkan suatu ciptaan. Akan tetapi, 
pengecualian dari pedoman umum tersebut ditentukan sebagai berikut:   
1. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 
diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta 
ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh 
ciptaan itu, atau dalam hal tidak orang tersebut, yang dianggap sebagai 
Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi 
hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya itu (Pasal 6).  
2. Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan 
dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang 
yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan 
itu (Pasal 7). 
3. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak 
yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada 
perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 
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pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar 
hubungan dinas. (Pasal 8 ayat (1)). 
Dalam konteks Hukum27, yang dianggap sebagai pencipta adalah 
orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai 
pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam 
daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Ketentuan tersebut 
menggambarkan situasi penciptaan yang sewajarnya. 
5. Ciptaan yang Dilindungi 
Menurut L.J Taylor, yang dilindungi Hak Cipta adalah ekspresinya 
dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri.  Dengan 
demikian, yang dilindungi adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai 
sebuah ciptaan bukan masih merupakan gagasan. Bentuk nyata ciptaan 
tersebut bisa terwujud khas dalam bidang kesusastraan seni, maupun ilmu 
pengetahuan.28 Undang-Undang Hak Cipta dalam penjelasan umumnya 
menyatakan bahwa:   
“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan 
karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi 
dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan 
kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat 
dilihat, dibaca, atau didengar”. 
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Undang-Undang Hak Cipta secara jelas mengatur ciptaan yang 
dilindungi, sebagimana tercantum dalam ketentuan Pasal 12 Undang-
Undang Hak Cipta, yaitu: 
a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay-out), karya tulis 
yang diterbitkan, dan semua hal karya cipta lainnya; 
b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya yang sejenis dengan itu; 
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; 
d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 
e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim; 
f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 
seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; 
g. Arsitektur; 
h. Peta; 
i. Seni batik; 
j. Fotografi; 
k. Sinematografi; 
l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya dari hal 
pengalihwujudan. 
Dalam undang-undang inipun dijelaskan pengertian dari beberapa 
jenis ciptaan yang termaksud di atas, yaitu : 
a. Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan 
typholographical arrangement, yaitu aspek seni pada susunan atau tata 
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letak penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, 
warna, dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara 
keseluruhan menampilkan wujud yang khas; 
b. Ciptaan lain yang sejenis adalah ciptaan-ciptaan yang belum 
disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan ciptaan-ciptaan seperti 
ceramasih, kuliah, dan pidato; 
c. Alat peraga adalah ciptaan yang berbentuk dua atau tiga dimen yang 
berkaitan dengan geografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan 
lain; 
d. Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya 
yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair 
atau lirik, dan aransemennya termasuk nota. Yang dimaksud dengan 
utuh adalah lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan karya 
cipta; 
e. Gambar, meliputi motif, diagram, sketsa, logo, dan bentuk huruf indah, 
dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. 
f. Kolase, yaitu komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan 
(misalnya dari kain, kertas, dan kayu) yang ditempelkan pada 
permukaan gambar. Karya seni terapan yaitu seni kerajinan tangan 
sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk diproduksi secara massal 
merupakan suatu ciptaan; 
g. Arsitektur, meliputi seni gambar bangunan dan seni  gambar miniatur. 
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h. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan 
manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang 
digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. 
i. Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang 
ini sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu 
memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada 
ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan 
dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang 
merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai 
daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dewasa ini terus 
dikembangkan. 
j. Karya sinematografi yang merupakan media komunikasimassa gambar 
gerak (moving images) antara lain meliputi: film dokumenter, film iklan, 
reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. 
Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita video, piringan video, 
cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk 
dipertunjukkan di bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi 
atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat oleh perusahaan 
pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. 
k. Bunga rampai, meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang beri kumpulan 
karya tulis pilihan, himpunan lagu-lagu pilihan yang direkam dalam satu 
kaset, cakram optik atau media lain, serta komposisiberbagai karya tari 
pilihan.  Database adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang 
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dapat dibaca oleh komputer atau dalam bentuk lain, yang karena 
alasan pemilihan atau pengaturan atas data itu merupakan kreasi 
intelektual. Perlindungan terhadap database diberikan dengan tidak 
mengurangi hak pencipta lain yang Ciptaannya dimasukkan dalam 
database tersebut.  Pengalihwujudan merupakan pengubahan bentuk, 
misalnya dari bentuk patung menjadi lukisan, cerita roman menjadi 
drama, drama menjadi sandiwara radio dan  novel menjadi film. 
Dengan adanya pengertian tentang semua jenis ciptaan yang 
dlindungi tersebut akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 
memahaminya. Hal tersebut sangat membantu masyarakat yang 
pekerjaannya  berkaitan dengan Hak Cipta seperti aktor, penyanyi, 
pemusik, penari, produser, dan lembaga penyiaran. Ketentuan jenis-jenis 
Hak Cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta, tidaklah mengesampingkan 
ketentuan pengelompokan jenis ciptaan yang bersifat asli dan turunan. 
Pengelompokan jenis ciptaan seperti itu dapat ditemui dalam penjelasan 
Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Hak Cipta. Jenis-jenis ciptaan yang 
dilindungi tersebut dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu ciptaan yang 
faktornya asli atau orisinil diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan ciptaan yang 
bersifat turunan atau derivatif diatur dalam Pasal 27 ayat (1).29 
Ciptaan yang bersifat asli yaitu terdiri dari: (1) buku pamflet, dan 
semua hasil karya tulis lainnya; (2) seni tari (koreografi); (3) segala bentuk 
seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung; (4) seni batik; (5) 
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ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks; dan (6) karya arsitektur. 
Adapun ciptaan yang bersifat turunan atau derivatif, yaitu terdiri dari: (1) 
karya pertunjukan seperti musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, 
pantomim, dan karya siaran, antara lain untuk media radio, televisi, dan 
film, serta karya rekaman video; (2) ceramah, kuliah, pidato dan 
sebagainya; (3) peta; (4) karya sinematografi; (5) karya rekaman suara 
atau bunyi; (6) terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga 
rampai; (7) karya fotografi; dan (8) program komputer. 
Pengelompokan jenis ciptaan tersebut tetap dipakai karena 
ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang universal. Pengelompokan 
jenis ciptaan inipun sangat penting, dalam kaitannya dengan ketentuan 
lamanya perlindungan. Di Indonesia, perlindungan antara Hak Cipta yang 
asli (original) dengan yang turunan (derivatif) tidaklah sama. 
Perlindungannya dibedakan jangka waktunya, tetapi diakui sebagai 
ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. 
Selain itu, karya cipta yang tidak atau belum diumumkan akan tetapi 
sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan 
perbanyakan hal karya itu juga dilindungi.30 
Undang-Undang Hak Cipta telah merinci dua belas (12) kelompok 
ciptaan sesuai dengan jenis ciptaan, baik ciptaan-ciptaan yang tergolong 
tradisional dan yang tergolong baru. Seperti yang telah diterangkan di 
atas, pada dasarnya yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta adalah 
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pencipta yang atas inspirasinya menghasilkan setiap karya dalam bentuk 
yang khas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, 
seni dan sastra. Ciptaan yang lahir harus mempunyai bentuk yang khas 
dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar 
kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi pencipta. 
Adapun ciptaan-ciptaan yang tidak memperoleh perlindungan atas 
ciptaannya adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang 
Hak Cipta bahwa tidak ada ciptaan atas: 
a. Hal rapat terbuka lembaga-lembaga negara, 
b. Peraturan perundang-undangan, 
c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, 
d. Putusan-putusan pengadilan atau penetapan hakim, atau 
e. Keputusan bahan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis 
lainnya. 
6. Hak yang Berhubungan dengan Lagu dan/atau Musik 
a. Hak Ekonomi 
Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang pencipta untuk 
mendapatkan keuntungan atas ciptaannya31. Apabila memahami pasal-
pasal yang ada di dalam Undang-Undang Hak Cipta, maka Pencipta 
memiliki hak eksklusif (exclusive right) yang terdapat di dalam Pasal 2, 
Pasal 26, dan Pasal 45. Pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta menentukan, 
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bahwa: (1) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima 
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun 
memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan (2) Pencipta 
dan/atau Penerima hak cipta atas karya film dan program komputer 
memiliki hak untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa 
persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang 
bersifat komersial. 
Hak Ekonomi (Economic Right) adalah hak yang dimiliki oleh 
seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Hak 
ekonomi ini merupakan hak khusus bagi Pencipta untuk mengumumkan 
atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu. Hak ekonomi 
ini dapat dialihkan kepada pihak lain. Hak ekonomi tersebut di antaranya 
adalah32: 
1. Hak Penggandaan atas Ciptaan 
Bentuk penggandaan atau perbanyakan ini bisa dilakukan secara 
tradisional maupun melalui peralatan modern Hak penggandakan ini juga 
mencakup perubahan bentuk ciptaan satu keciptaan lainnya misalnya: 
karya tulis, rekaman musik, pertunjukan drama dan film. 
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2. Hak Adaptasi 
 Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari 
bahasa satu ke bahasa lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari non 
dramatik, merubah menjadi cerita fiksi dari karangan non fiksi atau 
sebaliknya Hak ini diatur baik dalam Konvensi Bern maupun Konvensi 
Universal. 
 Karya cetak berupa buku, misalnya novel, mempunyai hak turunan 
(derivative) yaitu diantaranya hak film (film rights), hak dramatisasi, hak 
menyimpan dalam media elektronik (electronic rights). Hak film dan hak-
hak dramatisasi adalah hak yang timbul bila novel tersebut dirubah 
menjadi isi skenario film, atau skenario drama yang bisa berupa opera, 
balet maupun drama musikal. 
3. Hak Distribusi 
 Hak distribusi adalah hak dimiliki pencipta untuk menyebarkan 
kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat 
berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya 
agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Dalam hak ini termasuk 
pula bentuk dalam Undang-Undang Hak Cipta, disebut dengan 
pengumuman yaitu pembacaan penyuaraan, penyiaran atau penyebaran 
sesuatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara 





4. Hak Penampilan 
 Hak ini dimiliki para pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya 
yang karyanya dapat terungsikap dalam bentuk pertunjukan. Pengaturan 
tentang hak pertunjukan ini dikenal dalam Konvensi Bern maupun 
Konvensi Universal bahkan diatur dalam sebuah konvensi yaitu Konvensi 
Roma. 
b. Hak Moral 
Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi  
pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental 
yaitu dari Perancis. Menurut konsep hukum kontinental hak pengarang 
terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkankeuntungan yang bernilai 
ekonomi seperti uang, dan hak moral yang menyangkut perlindungan atas 
reputasi  pencipta. 
Pemilikan atas hak cipta dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi 
hak moralnya tetap tidak terpisahkan dari penciptanya. Hak moral 
merupakan hak khusus serta kekal yang dimiliki oleh pencipta atas hasil 
ciptaannya, dan hak itu tidak dipisahkan dari penciptanya. Hak moral ini 
mempunyai tiga dasar, yaitu hak untuk mengumumkan, hak paterniti, dan 
hak integritas33. Selanjutnya Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak 
moral yang dimiliki oleh seorang pencipta itu, meliputi larangan 
mengadakan perubahan dalam ciptaannya, larangan mengubah judul, 
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larangan mengubah penentuan pencipta, dan hak untuk mengadakan 
perubahan34. 
Definisi hak moral merujuk pada hak pencipta untuk melindungi 
reputasi dan integritas ciptaannya dari penyalahgunaan dan 
penyelewengan hak moral bersifat personal dan berbeda dengan hukum 
hak cipta. Hak moral adalah bentuk hak cipta yang non ekonomi35. 
Setelah pencipta menjual hak ciptanya, ia akan menerima dua hak yang 
spesifik yang tidak dapat dihapus atau dijual yaitu pertama, hak untuk 
dicantumkan namanya pada ciptaan bersangkutan dan kedua, hak untuk 
tujuan setiap perlakuan terhadap ciptaan bahwa setiap tindakan yang 
merugikan atau berakibat merugikan kehormatan dan reputasi artis. 
Hak moral merupakan perwujudan dari hubungan yang terus 
berlangsung antara Pencipta dengan hasil karya ciptanya walaupun 
Penciptanya telah kehilangan atau telah memindahkan hak ciptanya 
kepada orang lain, sehingga apabila pemegang hak menghilangkan nama 
Pencipta, maka Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuntut 
kepada pemegang hak cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan 
dalam ciptaannya. Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan 
keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan, atau perubahan 
karya yang bersifat merugikan nama baik atau reputasi dari inventor36. 
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Dengan demikian sekalipun hak moral itu sudah diserahkan baik 
seluruhnya maupun sebagian kepada pihak lain, namun Penciptanya atau 
ahli warisnya tetap mempunyai hak untuk menggugat seseorang yang 
tanpa persetujuannya37: 
1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam ciptaan;  
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya; 
3. Mengganti atau mengubah judul ciptaan; dan 
4. Mengubah isi ciptaan. 
Pada dasarnya hak moral Pencipta itu adalah tindakan yang 
berkaitan dengan perubahan ciptaan yang menghina dan dapat 
merugikan kehormatan atau nama baik Pencipta. Keberadaan hak moral 
dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: (1) attribution right, yang 
bertujuan untuk meyakinkan nama Pencipta dicantumkan di dalam 
ciptaannya; dan (2) integrity right, yang bertujuan untuk melindungi 
ciptaan pencipta dari penyimpangan, pemenggalan atau pengubahan 
yang merusak integritas pencipta. 
C. Faktor Ekonomi yang Berkaitan dengan Lagu dan/atau Musik 
Sebagai hak yang bersifat khusus, hak cipta memberikan kepada 
pemilik atau pemegangnya untuk dalam waktu tertentu dapat memperoleh 
manfaat ekonomi dari ciptaannya. Manfaat ekonomi tersebut dapat 
bersumber dari kegiatan mengumumkan (performing right), 
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memperbanyak/menggandakan (reproduction right), atau menjualnya. Hal 
tersebut dapat juga berasal dari imbalan yang didapatkan pemilik atau 
pemegangnya atas izin atau persetujuan yang diberikannya kepada pihak 
lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti yang dijelaskan di atas.  
Keuntungan ekonomi juga bisa didapatkan dari sumber lainnya, 
seperti penggunaan karya cipta lagu di beberapa paduan suara yang 
dimana karya cipta lagu yang sudah ada dibuat menjadi terdengar lebih 
harmoni, hal ini biasa disebut sebagai aransemen ulang terhadap karya 
cipta lagu yang sudah ada sebelumnya yang tentunya kegiatan tersebut 
bersifat komersil. 
Oleh karena itu, hak cipta di bidang lagu dan/atau musik memiliki 
potensi ekonomi bisnis yang sangat besar. Industri hak cipta memiliki 
potensi sebagai sumber pendapatan negara melalui pajak, industri hak 
cipta merupakan sumber penghasilan yang tidak kalah prestisius bagi 
para penciptanya. 
D. Lagu Aransemen Ulang oleh Paduan Suara 
1. Pengertian Lagu dan Musik 
Dalam pengertian sehari-hari kedua istilah tersebut cenderung 
digunakan untuk maksud yang sama. Kedua istilah itu sungguh tidak bisa 
dipisahkan. Secara etimologi bahwa lagu dan musik sebenarnya memiliki 
perbedaan arti. Lagu adalah suatu kesatuan musik yang terdiri atas 
susunan pelbagai nada yang berurutan. Setiap lagu ditentukan oleh 
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panjang-pendek dan tinggi-rendahnya nada-nada tersebut. Di samping itu 
irama juga memberi corak tertentu kepada suatu lagu.38 
Menurut Ensiklopedia Indonesia sebuah lagu terdiri dari beberapa 
unsur, yaitu melodi, lirik, aransemen, dan notasi. Melodi adalah suatu 
deretan nada yang, karena karena kekhususan dalam penyusunan 
menurut jarak dan tinggi nada, memperoleh suatu watak tersendiri dan 
menurut kaidah musik yang berlaku membulat jadi suatu kesatuan 
organik. Lirik adalah syair atau kata-kata yang disuarakan mengiringi 
melodi. Aransemen adalah penataan terhadap melodi. Selanjutnya, notasi 
adalah penulisan melodi dalam bentuk not balok atau not angka. 
Adapun pengertian musik menurut Ensiklopedia Indonesia adalah 
seni  menyusun suara atau bunyi. Musik tidak bisa dibatasi dengan seni 
menyusun bunyi atau suara indah semata-mata. Suara atau bunyi 
sumbang (disonansi) telah lama digunakan, dan banyak komposisi 
modern bereksperimen dengan suara atau bunyi semacam itu. 
Walaupun pengertian lagu dan musik berbeda, tetapi kepustakaan 
hak cipta tampaknya tidak membedakannya. Di dalam kepustakaan 
hukum Internasional, istilah yang lazim digunakan untuk menyebutkan 
lagu atau musik adalah musical work. Konvensi Bern menyebutkan salah 
satu work yang dilindungi adalah komposisi musik (music compotition) 
dengan atau tanpa kata-kata (with or without words). Tidak ada uraian 
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yang tegas dalam Konvensi Bern tentang apa sesungguhnya musical 
work itu. Namun, dari ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa ada 
dua jenis ciptaan musik yang dilindungi hak cipta, yaitu musik dengan 
kata-kata dan musik tanpa kata-kata. Musik dengan kata-kata berarti 
adalah lagu yang unsurnya terdiri dari melodi, lirik, aransemen, dan notasi, 
sedangkan musik tanpa kata-kata adalah musik yang hanya terdiri dari 
unsur melodi, aransemen, dan notasi. 
Dalam penjelasan Pasal 12 huruf d Undang-Undang Hak Cipta 
terdapat rumusan pengertian lagu atau musik sebagai berikut:  
“Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya 
yang bersifat utuh sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair 
atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud 
dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu 
kesatuan karya cipta.” 
Dari penjelasannya itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa39: 
a. Lagu dan musik dianggap sama pengertiannya;  
b. Lagu atau musik bisa dengan teks, bisa juga tanpa teks;  
c. Lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang utuh, jadi unsur 
melodi, lirik, aransemen, dan notasi, bukan merupakan ciptaan yang 
berdiri sendiri. 
Musik memiliki unsur yang sangat kompleks, yakni melodi, harmoni, 
rhytem, dan timbre regardless, lirik, notasi. Di samping itu, bahwa musik 
juga memiliki dimensi yang begitu luas, bukan saja untuk dinyanyikan atau 
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ditampilkan, melainkan juga disajikan dalam bentuk sheet music dan 
direkam dalam bentuk kaset dan disk. 
2. Pengertian Aransemen  
Aransemen berasal dari bahasa Belanda yaitu “arrangement” yang 
artinya susunan. Secara konvensional bahwa “aransemen” adalah suatu 
usaha untuk menyusun ulang suatu karya yang telah ada sebelumnya ke 
dalam bentuk serta rasa yang berbeda. Hal ini dapat dicapai dengan cara 
melakukan perubahan pada unsur gramatik musiknya.  
Aransemen dalam musik adalah menata dan memperkaya sebuah 
komposisi musik, melodi, atau lagu menjadi suatu gaya atau format yang 
baru dengan sentuhan kreatif pelaku aransemen (arranger). Media yang 
digunakan dalam membuat aransemen bermacam-macam, dapat berupa 
alat musik tunggal, band, paduan suara, hingga orkesrtra. Seseorang 
yang pekerjaannya membuat aransemen disebut pengaransemen atau 
arranger. Adapun jenis aransemen, yaitu40: 
a. Aransemen Vokal adalah penataan susunan suara untuk sebuah lagu 
yang akan dinyanyikan. Pada dasarnya lagu dapat di aransemen vokal 
secara khusus. Artinya, sebuah lagu itu dapat dinyanyikan oleh satu 
suara, dua suara, tiga suara, dan seterusnya. Paling mudah adalah 
menyusun aransemen vokal untuk satu atau dua suara. Sedangkan 







untuk tiga atau empat suara penataan vokalnya lebih susah  karena 
banyak persyaratan yang harus di perhatikan. Dalam menyusun 
aransemen vokal yang paling penting adalah bunyinya. Sebuah 
aransemen vokal tidak dapat diterapkan pada instrumen secara 
langsung, tapi harus diatur ulang lagi aransemennya menggunakan 
aransemen untuk instrumen. 
b. Aransemen Instrumen adalah penataan alat musik yang akan 
dimainkan biasanya dalam bentuk instrumentalia. Semakin lengsikap 
alat musik yang akan dipergunakan, semakin banyak pula 
kemungkinan variasi yang dapat diciptakan. Untuk menyusun 
aransemen instrumen, seorang arranger harus memiliki bakat dan 
pengetahuan tentang musik  seperti partitur atau akord. 
c. Aransemen campuran adalah gabungan dari aransemen vokal dan 
aransemen instrumen. Pada aransemen campuran yang ditonjolkan 
pada umumnya adalah vokalnya, sedangkan instrumen hanya 
berfungsi sebagai pengiring. Untuk mengendalikan harmonisasi dan 
keseimbangan komposisi dalam menampilkan aransemen yang telah 
disusun diperlukan adanya seorang pemimpin yang dapat 
mengendalikan dan menjadi patokan yaitu disebut dengan istilah 
dirigen atau conductor. Dalam arasemen campuran dikenal istilah 
komposisi aransemen yang meliputi:  
a. Aransemen Intro: Pembuatan aransemen untuk melodi pada awal 
lagu sebelum lagu pokok dimulai dinyanyikan. 
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b. Aransemen Interlude: Melodi tengah lagu  
c. Aransemen Coda: Melodi akhir lagu. 
Teori-teori musik yang harus diketahui untuk menunjang 
aransemen, antara lain sebagai berikut41: 
a. Melodi 
Melodi adalah rangkaian nada yang terdengar indah dan 
memiliki irama yang diatur sedemikian rupa oleh pencipta melodi 
tersebut. Melodi mempunyai peranan yang sangat penting. Jika dalam 
suatu lagu/musik tidak ada melodi hanya irama saja, maka akan 
terdengar hambar. 
b. Nada 
Nada adalah bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi yang 
bergetar dan memiliki frekuensi yang teratur. Frekuensi dapat diukur 
dengan menghitung jumlah getaran dalam satu detik. 
c. Tinggi Rendahnya Nada (Pitch) 
Tinggi atau rendahnya suatu nada dipengaruhi oleh banyaknya 
frekuensi yang dihasilkan dalam satu detik. Semakin banyak frekuensi 
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Interval adalah jarak satu nada ke nada lain. Setiap interval/jarak 
mempunyai nama dan arti tersendiri.  
e. Harmoni dan Akor 
Harmoni adalah paduan dari dua nada atau lebih yang tinggi 
rendahnya berbeda yang dibunyikan secara bersama-sama. Harmoni 
mempunyai peranan untuk menghidupkan melodi utama sehingga 
terdengar meriah. Harmoni juga berfungsi sebagai pengiring melodi. 
Akor adalah gabungan tiga nada atau lebih yang mempunyai 
jarak tertentu. Akor juga sering disebut dengan sebutan kunci. Jarak 
antar nada inilah yang membedakan antara akor satu dan akor lainnya. 
Akor ada banyak sekali jenisnya, yang paling dikenal adalah akor 
mayor, minor, dan Dominant 7. Akor-akor yang digunakan dalam musik 
tradisi hampir semuanya sama dengan akor-akor yang digunakan pada 
musik modern yaitu akor mayor, akor minor dan Dominant 7. Ada 
beberapa musik daerah yang harmonisasinya berbeda dengan 
harmonisasi musik modern, salah satunya adalah musik gamelan. 
Gamelan memiliki tangga nada yang berbeda dari tangga nada 
diatonis, hal inilah yang membuat harmoni dalam musik gamelan 





Rangkaian ketukan yang berulang-ulang secara teratur seperti 
detik jam yang berputar. Kecepatan ketukan ditentukan oleh tempo 
yang digunakan. Semakin cepat tempo yang digunakan, maka akan 
semakin cepat pula ketukan yang dihasilkan. Begitu pula sebaliknya, 
semakin lambat tempo yang dimainkan maka akan semakin lambat 
ketukan yang dihasilkan. Dari penjelasan di atas, maka dapat diambil 
kesimpulan bahwa tempo adalah kecepatan gerak ketukan. Seiring 
dengan kemajuan teknologi, kini tempo dapat diukur dengan 
menggunakan alat yang bernama metronome yang pertama kali 
ditemusikan oleh Maelzel. Kecepatan tempo dalam metronome dapat 
diatur sesuai dengan keinginan kita. Kecepatan dalam metronome 
diatur dengan angka mulai dari 40-200. Semakin tinggi angka yang 
diatur, maka semakin cepat tempo yang dihasilkan. 
g. Tempo 
Tempo ialah kecepatan ketukan yang ada dalam sebuah lagu. 
Istilah-istilah untuk menunjukkan tempo suatu lagu biasanya dituliskan 
menggunakan bahasa Italia. Istilah-istilah tersebut antara lain: 
- Largo: Sangat lambat 
- Adagio: Lambat 
- Andante: Seperti orang berjalan 
- Moderato: Sedang 
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- Allegretto: Agak cepat 
- Allegro: Cepat 
- Prestosimo: Sangat cepat 
- Accel.: Makin cepat 
- Rit.: Makin lambat 
- A tempo: Kembali ke tempo semula 
- Pocco a poco: Sedikit demi sedikit  
- Fermata: Ditahan 
h. Dinamika 
Dinamika yaitu tanda untuk menyatakan keras atau lembutnya 
nada yang dimainkan serta tanda untuk menyatakan dengan 
bagaimana lagu tersebut dimainkan. Istilah-istilah yangdigunakan untuk 
mengungsikapkan dinamik antara lain: 
- ff (fortississimo): Sangat keras 
- f (forte): Keras 
- mf (mezzo-forte): Agak keras 
- mp (mezzo-piano): Agak lembut 
- p (piano): Lembut 
- pp (pianissimo) : Sangat lembut 
- cresc. (crescendo) : Makin lama makin keras 
- decrescendo: Makin lama makin lembut 
Istilah-istilah untuk menyatakan lagu tersebut saat dimainkan: 
47 
 
- Dolce: Manis 
- Con brio: Dengan berapi-api 
- Grazioso: Manis, penuh keindahan  
- Con grazia: Anggun 
- Espresifo: Ekspresisif 
- Spiritoso: Dengan bersemangat 
- Staccato: Dimainkan pendek, tersentak-sentak 
3. Paduan Suara 
Paduan suara merupakan bentuk penyajian musik vokal yang 
dihadirkan oleh suatu grup, baik secara unison maupun dalam 
beberapa suara. Wujud paduan suara (sehingga disebut paduan suara) 
adalah perpaduan antar suara menjadi satu warna suara, yaitu warna 
paduan suara dengan memperhatikan keseimbangan antar kelompok 
suara, satu ekspresi, dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Menurut 
Simanungkalit, membentuk suara paduan suara, dengan banyak suara 
diibaratkan membuat kopi susu, jika sudah jadi harus berwarna kopi 
susu, dan terasa kopi susu pula, bukan hanya kopinya saja atau 
susunya saja yang terasa lebih dominan42. 
Umumnya paduan suara terdiri atas empat bagian suara, yaitu 
Sopran, Alto, Tenor, dan Bass. Adapun Sopran adalah suara tertinggi 







dari wanita, sedangkan Alto adalah suara terendah dari wanita. Di pihak 
laki-laki, terdapat Tenor yang merupakan suara tertinggi dan Bass 
sebagai suara yang terendah. Sebenarnya ada 2 jenis suara lagi, yaitu 
Mezzo Sopran dan Bariton. Mezzo Sopran adalah suara wanita yang 
berada di antara Sopran dan Alto, sedangkan Bariton adalah suara laki-
laki yang berada di antara Tenor dan Bass. Adapun beberapa jenis 
paduan suara, antara lain sebagai berikut : 
a. Paduan suara unisono; 
b. Paduan suara dua suara sejenis; 
c. Paduan suara 3 suara sejenis; 
d. Paduan suara 3 suara campuran; 
e. Paduan suara 4 suara campuran. 
4. Pelatih dan Pemimpin Paduan Suara 
Memimpin lagu (conducting) adalah teknik memberi aba-aba 
saat lagu itu disajikan. Tugas ini hanya diberikan pada pemimpin atau 
conductor atau dirigen. Namun demikian, tugas seorang konduktor 
sebenarnya sangat berat. Oleh karena itu, sebaiknya pelatih sekaligus 
merangkap sebagai konduktor sehingga apa yang dikehendaki 
langsung disampaikan saat mulai latihan sampai saat tampil.  
Pelatih paduan suara dapat merangkap sebagai pemimpin 
paduan suara (conductor), sehingga ditangan pemimpin inilah grup itu 
akan menjadi baik atau buruk. Pemimpin ibarat “nafas” paduan suara. 
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Pemimpin paduan suara adalah denyut suatu paduan suara, dan dialah 
wajah dari suatu penyajian paduan suara. Seorang pemimpin paduan 
suara bisa dianggap sebagai ”ilmuwan” paduan suara. Seorang 
pemimpin paduan suara sebaiknya memiliki kemampuan, sebagai 
berikut: 
a. Menguasai teori musik dan praktek musik; 
b. Terampi membaca notasi musik; 
c. Menguasai teknik paduan suara;  
d. Memiliki kepekaan nada yang kuat; 
e. Mengetahui pengetahuan tentang repertoir, memiliki seni medireksi 
(conducting); 
f. Kepribadian menarik; 
g. Sehat jasmani dan rohani serta berwibawa. 
Dalam melakukan latihan paduan suara, alat pengiring yang 
biasa digunakan adalah piano. Terdapat juga partitur-partitur lagu yang 
berisi not angka maupun not balok. Adapun yang dilakukan dalam 
sebuah Paduan Suara adalah bernyanyi sesuai dengan not-not suatu 
lagu tersebut, tetapi tidak hanya membunyikan sesuai dengan not 
saja,tetapi dibawakan dengan pembawaan-pembawaan tertentu 
sehingga menciptakan sebuah harmoni yang indah43.  
 









A. Lokasi Penelitian 
Lokasi yang dipilih untuk memperoleh informasi dan data yang 
akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan dan 
penyelesaian penulisan ini, maka dipilih lokasi penelitian di wilayah kota 
Makassar.  Hal ini didasarkan pada objek kajian penelitian yang bertempat 
di kota Makassar. 
B. Populasi dan Sampel Penelitian 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah 4 Manager, 5 Arranger, 5 
pencipta lagu serta Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah 
Makassar. 
2. Sampel 
Adapun sampel dalam penelitian ini melibatkan: 
a. 2 Manager paduan suara mahasiswa, yaitu Paduan Suara 
Mahasiswa Universitas Hasanuddin dan Paduan Suara Mahasiswa 
Universitas Kristen Indonesia Paulus. 
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b. 2 Arranger paduan suara mahasiswa, yaitu Paduan Suara 
Mahasiswa Universitas Hasanuddin dan Paduan Suara Mahasiswa 
Universitas Kristen Indonesia Paulus. 
c. 2 Pencipta lagu, yaitu pencipta lagu di Stasiun Televisi Republik 
Indonesia (TVRI) Makassar. 
d. Kepala Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Makassar. 
C. Jenis dan Sumber Data 
Data yang akan dikumpulkan adalah : 
Jenis data yang digunakan dalam proses penyusunan skripsi ini adalah 
data primer dan data sekunder. 
1. Data primer adalah data yang akan diperoleh secara langsung di 
lapangan (field research) berdasarkan proses wawancara terhadap 
sampel dan narasumber dalam hal ini Manager, Arranger serta 
pencipta lagu yang terkait. 
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui penelitian kepustakaan (library research), baik dengan teknik 
pengumpulan data dari berbagai artikel, karya ilmiah serta berbagai 
dokumen yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk melengkapi pembahasan dalam penelitian ini, penulis 
menggunkan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara, yaitu dengan 
berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak yang terkait sesuai 
dengan yang disebutkan dalam sampel penelitian untuk memperoleh 
informasi lisan ataupun pendapat dari sampel dan juga terhadap 
narasumber yang terkait. 
2. Data sekunder diperoleh melalui teknik kajian atau penelusuran data 
dengan menggunakan berbagai literatur, seperti perundang-undangan, 
buku-buku, artikel, berbagai dokumen yang memiliki keterkaitan 
terhadap masalah, dan sumber lainnya. 
E. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu dengan 
menggambarkan, menguraikan, dan menjelaskan sesuai dengan 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Undang-Undang Hak Cipta Dalam Melindungi Pencipta Asli/ 
Pertama Terhadap Aransemen Ulang Yang Dilakukan Oleh Paduan 
Suara 
Karya cipta di bidang seni, baik berupa lagu maupun musik 
merupakan salah satu bagian dari Hak Cipta yang seyogyanya mendapat 
perlindungan hukum. Hak Cipta sebagai bagian dari HKI memiliki sifat 
yang spesifik yaitu adanya penghargaan, pengakuan, perlindungan hukum 
dan mempunyai nilai ekonomi. Sebuah lagu yang telah tercipta pada 
dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan 
kualitas rasa dan kemampuan ciptanya. 
Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi sudah 
sepantasnya diimbangi dengan sebuah perlakuan yang baik, berupa 
penghargaan terhadap hak moral maupun hak ekonomi dengan 
kompensasi yang sesuai. Untuk itulah diperlukan perlindungan hukum 
bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula 
memberikan kesejahteraan bagi penciptanya. 
Hak cipta yang dimiliki oleh pencipta asli/ pertama merupakan hak 
eksklusif atas karya ciptaannya yang diwujudkan dalam bentuk yang khas. 
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Dalam hak eksklusif tersebut mengandung dua hak yang sangat 
fundamental, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi terkait 
dengan hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya, 
sedangkan hak moral terkait dengan kepentingan pribadi pencipta dan 
menyangkut perlindungan atas reputasi pencipta. Hak moral merupakan 
hak khusus serta kekal yang dimiliki oleh pencipta atas hasil ciptaannya. 
Apabila ada pihak yang dengan sengaja ingin melakukan pelanggaran 
terhadap dua hak eksklusif tersebut, maka seharusnya pihak tersebut 
harus mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku dalam 
UUHC. Adapun jangka waktu berlakunya perlindungan atas hasil 
ciptaannya, yaitu pertama, selama hidup pencipta ditambah 50 tahun 
setelah penciptanya meninggal dunia, ini berlaku untuk jenis ciptaan yang 
asli dan bukan karya turunan. Kedua, selama 50 tahun sejak pertama kali 
ciptaan diumumkan yang berlaku untuk program komputer, fotografi, dan  
beberapa karya turunan/ derivatif, seperti karya sinematografi dan 
database. Ketiga, tanpa batas waktu/ perlindungan abadi yang berlaku 
untuk folklore atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang 
menjadi milik bersama, seperti hikayat, dongeng, legenda, dan karya seni 
lainnya. Dengan adanya jangka waktu perlindungan untuk masing-masing 
jenis ciptaan tersebut, maka senantiasa hak pencipta harus benar-benar 
dihormati sebagai hak individu. 
Pencipta asli/ pertama yang penulis maksud disini adalah yang juga 
secara otomatis menjadi pemegang hak cipta. Namun, sebaliknya yang 
55 
 
menjadi pemegang hak cipta tersebut, belum tentu menjadi pencipta asli/ 
pertama. Adapun beberapa alasan yang sangat penting untuk mengetahui 
siapa yang merupakan pencipta pertama suatu ciptaan, karena pertama, 
hak-hak yang dimiliki seorang pencipta pertama sangat berbeda dengan 
hak-hak pencipta terhadap hak terkait dengan hak cipta. Kedua, masa 
berlakunya perlindungan hukum bagi pencipta pertama biasanya lebih 
lama dari mereka yang bukan pencipta pertama. Ketiga, 
pengidentifikasian pencipta pertama secara benar merupakan syarat bagi 
keabsahan pendaftaran ciptaan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Hak 
Cipta), walaupun pendaftaran tidak mutlak harus dilakukan. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan pencipta lagu, yaitu Abdul 
Hamid NR dan Baharuddin Kadir. Abdul Hamid NR mengatakan bahwa 
jika ada pihak lain atau siapapun itu yang hendak mengaransemen ulang 
lagu ciptaannya, maka pihak tersebut harus meminta izin terlebih dahulu 
kepadanya. Karena menurut beliau, lagu yang diciptakannya tersebut 
dalam pembuatannya menguras seluruh kreativitasnya, tenaga, energi, 
waktu, dan uang yang cukup banyak. Apabila ada pihak lain yang dengan 
seenaknya mengaransemen ulang lagunya, beliau merasa usaha dan 
kerja kerasnya tidak dihargai. Dengan kata lain, tidak ada penghargaan 
terhadap karyanya yang membutuhkan banyak sekali pengorbanan. 
Beliau meyakini juga bahwa YKCI merupakan salah satu wadah baginya 
(pencipta) dalam mengungkap semua pelanggaran yang terjadi pada 
semua ciptaannya, termasuk dalam aransemen ulang lagu dan musik 
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yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, dalam hal ini 
pihak paduan suara44. Adapun Burhanuddin Kadir yang juga mengamini 
semua yang dijelaskan oleh Abdul Hamid NR. Beliau sangat sependapat 
dengan Abdul Hamid NR. Namun, beliau menambahkan bahwa jikalau 
ada pihak lain yang ingin mengubah ciptaannya, walau hanya sekecil 
apapun yang ingin diubah, tetaplah harus ada permintaan izin untuk 
melakukan perubahan terhadap lagu dan musik ciptaannya, baik dari segi 
nada maupun penambahan serta pengurangan lirik terhadap ciptaan lagu 
dan musik ciptaannya. Tentunya untuk perubahan semacam itu terjadi 
pada saat melakukan aransemen ulang terhadap lagu dan musik45. 
Di sinilah dapat terlihat bukti ketegasan dari seorang pencipta asli/ 
pertama dalam melakukan perlindungan hukum terhadap semua 
karyanya. Mereka sangat antusias saat membahas mengenai bentuk 
perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap karyanya, jika ada 
pihak yang tidak bertanggung jawab mengubah karyanya. Namun, 
antusiasme mereka tidak didukung dengan adanya lembaga YKCI dalam 
membantu untuk melindungi karyanya tersebut. Sebab YKCI bertindak 
sesuai dengan amanat UUHC yang dijadikannya sebagai pedoman dalam 
menjalankan tugasnya, karena dalam UUHC tidak ada aturan secara 
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khusus yang mengatur tentang aransemen ulang terhadap lagu dan 
musik. 
Perlindungan hak cipta adalah sebagai salah satu tujuan dari 
diterbitkannya seluruh peraturan hukum tentang hak cipta, oleh karenanya 
adalah hal yang wajar apabila perlindungan yang diberikan terhadap 
pengolahan dari ciptaan asli kepada pengelola, dengan memperhatikan 
hak pencipta asli/ pertama. Oleh karena itu, pengelola diharuskan pula 
memprioritaskan kepentingan hukum pemegang hak cipta asli/ pertama 
atau penerima haknya. Demikianlah halnya, jika hendak melakukan 
perubahan atas ciptaannya, harus terlebih dahulu meminta persetujuan 
dari pemegang hak cipta aslinya.              
Berdasarkan uraian di atas, adapun data yang telah penulis 
dapatkan dengan teknik wawancara dengan pihak paduan suara, 
terutama dengan manager paduan suara tersebut. Menurut pengakuan 
Anti selaku manager tersebut, paduan suaranya dalam waktu seminggu 
saja bisa 3-6 kali menerima job menyanyi, baik job dari instansi 
pemerintahan maupun non instansi pemerintahan. Menurut beliau, kisaran 
upah yang bisa didapatkan untuk satu kali job itu Rp 1.000.000 - Rp 
1.500.000. Dalam melakukan pekerjaan menyanyinya pihak paduan suara 
bisa menyanyikan lagu hasil aransemen ulang 3-5 lagu. Bahkan menurut 
pengakuan beliau, biasanya ada pihak instansi yang sengaja me-request 
(meminta) lagu tertentu untuk dinyanyikan dalam acara tersebut. Dalam 
menyanyikan lagu yang khusus diminta oleh pihak instansi tersebut, 
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biasanya pihak paduan suara memasang harga tertentu juga. Paduan 
suara tersebut biasanya dalam menerima pekerjaan sudah memasang 
harga untuk masing-masing lagu yang akan dinyanyikan46. Hal yang 
serupa juga diungkapkan oleh salah satu manager paduan suara 
mahasiswa, yaitu dalam seminggu 3-6 kali menerima job menyanyi baik 
job dari instansi pemerintahan maupun non instansi pemerintahan. 
Adapun kisaran harga yang ditentukan untuk setiap penampilannya yaitu 
Rp 1.500.000 - Rp 2.500.000 dengan menyanyikan 3-5 lagu47. 
Sesuai dengan uraian tersebut, bisa dibayangkan berapa banyak 
keuntungan yang dapat diterima oleh paduan suara tersebut. Keuntungan 
yang diperoleh dari menerima pekerjaan menyanyi tersebut, akan terus 
meningkat seiring dengan semakin terkenalnya paduan suara tersebut. 
Paduan suara yang mempunyai image sebagai paduan suara papan atas, 
tentunya akan memasang harga yang jauh lebih tinggi dari biasanya. Jika 
hal ini terus-menerus terjadi, seakan telah terjadi pembiaran atas 
pelanggaran atas hak cipta lagu/ musik, terutama dalam aransemen ulang 
yang dilakukan. Aransemen ulang yang dilakukan tidak terbatas pada 
salah satu genre (jenis) musik, tetapi hampir semua genre musik seperti, 
pop indonesia maupun pop barat, jazz, daerah, religi, klasik, dll. Hal ini 
tentu sangat merugikan pencipta sebagai pemegang hak, karena lagu/ 
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musik ciptaannya digunakan sebagai mesin pencari uang bagi pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab.  
Adapun salah satu arranger paduan suara yang penulis 
wawancarai, menurut keterangan Ridho dalam melakukan pekerjaannya, 
beliau mengatakan bahwa manager yang secara langsung meminta 
kepadanya agar dibuatkan aransemen ulang lagu dan musik. Dalam 
melakukan aransemen ulang terhadap lagu dan musik biasanya manager 
yang juga meminta lagu apa saja yang akan diaransemen. Tidak hanya 
mengenai lagu yang diaransemen yang disepakati, tetapi juga mengenai 
jenis lagu (pop, jazz, barat, religi, dan daerah), jumlah lagu, dan tentunya 
mengenai fee (upah) yang menjadi imbalan kepadanya. Lebih lanjut Ridho 
menjelaskan bahwa lagu hasil aransemen ulang lagu dan musik tersebut 
akan dinyanyikan pada saat mengisi job (pekerjaan) dan untuk keperluan 
kompetisi, baik dalam maupun luar negeri. Beliau juga mengatakan bahwa 
sudah begitu banyak lagu dan musik yang telah beliau aransemen ulang. 
Dalam melakukan aransemen ulang, beliau juga mengakui bahwa ada 
nada dan lirik yang diubahnya dalam mengaransemen lagu dan musik.48 
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh  salah satu arranger lainnya, yaitu 
beliau mengaransemen ulang beberapa jenis lagu, seperti pop, barat, 
rohani, dan daerah. Ada kontrak yang beliau tanda tangani untuk setiap 
lagu yang akan diaransemennya. Dalam kontrak tersebut berisi tentang  
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lagu apa saja yang akan diaransemen, jenis lagunya, dan tentunya harga 
yang telah disepakati yang harus dibayar oleh pihak paduan suara kepada 
arranger  tersebut49.   Ada beberapa hal yang membuat penulis agak 
terkejut dengan pernyataan yang dilontarkan oleh arranger tersebut di 
atas, menurut pemahaman beliau bahwa tidak perlu meminta izin kepada 
pencipta dalam melakukan aransemen ulang, karena menurutnya dengan 
lagu yang diaransemen ulang akan terdengar lebih bagus dan menjadi 
kepuasan tersendiri bagi pencipta serta menurutnya juga kalau pencipta 
lagu tersebut sudah meninggal, maka meminta izin kepada pencipta tidak 
perlu dilakukan. Tentunya dengan adanya pengakuan tersebut, semakin 
menegaskan bahwa adanya ketidaktahuan arranger tersebut terhadap 
apa yang sebenarnya dilakukan itu telah melanggar hak moral dari 
seorang pencipta. Hak moral bagi pencipta akan terus melekat pada diri 
pencipta sampai kapanpun. 
Dalam UUHC tidak menjelaskan secara khusus mengenai ciptaan 
yang dilindungi itu lagu atau musik dengan atau tanpa teks serta karya 
lain dari hasil pengalihwujudan bentuk dan jenisnya tidak jelas, sehingga 
menurut penulis UUHC perlu ditambahkan mengenai penjelasan untuk hal 
tersebut. Husain Audah mengungkapkan di dalam Hak Cipta karya musik 
dan lagu biasanya terjadi pemisahan antara50: 
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1. Pemilik Hak Cipta (pencipta), yaitu seorang pencipta lagu memiliki hak 
sepenuhnya untuk melakukan eksploitasi atas lagu ciptaannya yang 
berarti pihak-pihak yang ingin memanfaatkan karya tersebut harus 
meminta izin terlebih dahulu kepada penciptanya sebagai pemilik dan 
pemegang Hak Cipta; 
2. Pemegang Hak Cipta (publisher), yaitu melekat pada pemegang hak 
cipta 
3. Pengguna Hak Cipta (users), yaitu hak mengumumkan user yaitu 
badan/ organisasi yang menggunakan karya musik atau lagu untuk 
keperluan komersial, untuk printing rights user adalah badan yang 
menerbitkan karya musik dalam bentuk cetakan, baik melodi lagu 
maupun liriknya untuk keperluan komersial. 
Adapun pelanggaran Hak Cipta yang penulis maksud, yaitu51: 
1. Pengeksploitasian untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta 
tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari 
penciptanya. Termasuk di dalamnya tindakan mengaransemen ulang 
lagu dan musik; 
2. Peniadaan nama Pencipta pada ciptaannya; 
3. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya dilakukan 
tanpa persetujuan dari pemilik Hak Ciptanya; 
4. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan 
dari penciptanya. 
                                                             
51
 Ibid, hal 37 
62 
 
Dalam Hak Cipta perlindungan diberikan pada unsur-unsur lain 
dalam Hak Cipta seperti pengalihwujudan, perlindungan yang diberikan 
berupa pencegahan atau larangan kepada pihak lain yang memanfaatkan 
dengan tujuan komersial tanpa izin yang sah dari pemegang hak. Salah 
satu pengalihwujudan dari Hak Cipta tertentu yaitu aransemen ulang lagu 
dan musik yang dilakukan oleh paduan suara. Menurut Untung Minardi 
mengungkapkan penciptaan lagu atau musik sebagai hasil karya cipta 
seni tidak hanya memiliki arti sebagai karya yang hadir yang dapat dilihat 
secara fisik namun juga sebagai sarana pemenuhan kebutuhan batiniah 
manusia. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya diperlukan perlindungan 
hukum terhadap karya cipta lagu tersebut52. 
Dalam menghasilkan suatu karya cipta, pencipta membutuhkan 
pemikiran dan tenaga yang tidak sedikit. Apabila hasil karya dari pencipta 
tidak dihargai dan dapat dialihwujudkan oleh siapa saja tanpa 
perlindungan hukum yang tegas, maka hal tersebut dapat menghambat 
kreativitas penciptaan yang nantinya dapat menghancurkan kreativitas 
anak-anak bangsa. 
Sesuai dengan uraian tersebut, pelanggaran yang dilakukan oleh 
pihak paduan suara terkhusus lagi kepada para arranger yang dimana 
dengan sengaja dibayar untuk melakukan tindakan mengaransemen lagu 
dan musik. Sebenarnya dalam hal ini, tidak hanya pihak paduan suara 
yang mempunyai pengaruh besar dalam mengaransemen lagu dan musik. 
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Dalam hal ini, arranger paduan suara yang bersangkutan mempunyai 
porsi yang paling besar dalam melakukan aransemen ulang pada lagu 
dan musik. Tidak hanya pihak paduan suara dan arranger yang terlibat 
dalam kegiatan mengaransemen lagu dan musik, tetapi manager juga ikut 
memberikan sumbangsih yang cukup banyak dalam melakukan kegiatan 
tersebut. 
Penulis akan menguraikan beberapa fakta yang didapatkan pada 
saat mewawancarai seorang manager paduan suara, beliau mengatakan 
bahwa apabila paduan suaranya ingin menyanyikan lagu dengan 
aransemen ulang yang baru, paduan suaranya sudah mempunyai 
arranger yang khusus melakukan kegiatan tersebut. Menurut pengakuan 
manager tersebut, paduan suaranya memang membayar arranger dengan 
sistem penandatanganan kontrak. Beliau juga menguraikan bahwa dalam 
kontrak tersebut sudah tercantum, baik lagu, musik, sampai ornamen 
dalam lirik lagu mana yang akan diaransemen serta jumlah lagu yang 
akan diaransemen juga tercantum dalam kontrak tersebut. Ada harga 
tertentu yang ditawarkan antara pihak paduan suara dengan arranger 
dalam melakukan aransemen ulang pada lagu dan musik. Sementara itu, 
manager melakukan tugasnya dengan menerima semua job (pekerjaan) 
menyanyi di berbagai instansi, baik instansi dalam lingkup pemerintah 
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maupun non-pemerintah dengan upah yang telah disepakati antara pihak 
paduan suara dengan pihak yang memberikan job (pekerjaan)53. 
Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa ada 
tindakan yang terorganisir/ profesional antara pihak paduan suara,  
manager, dan arranger. Penulis akan menguraikan bagaimana proses 
penerimaan job (pekerjaan) menyanyi oleh paduan suara yang 
bersangkutan. Mulanya manager melakukan negosiasi penerimaan 
pekerjaan menyanyi di berbagai instansi. Dalam melakukan negosiasi 
penerimaan pekerjaan yang dilakukan oleh manager dengan pihak 
instansi ialah pertama penyetujuan upah menyanyi, kedua mengenai 
waktu dan tempat menyanyi, dan ketiga berapa banyak lagu yang 
diinginkan oleh instansi tersebut untuk dinyanyikan. Biasanya dalam 
menentukan berapa banyak lagu yang akan dinyanyikan, pihak paduan 
suara telah menentukan harga untuk tiap lagunya. Di sinilah, tawar-
menawar harga untuk tiap lagunya sering terjadi.  
Setelah paduan suara melakukan penerimaan pekerjaan menyanyi, 
di sinilah saatnya arranger menyiapkan lagu-lagu yang telah di-request 
(diminta) oleh instansi tersebut. Pada saat inilah arranger mulai merubah, 
menambah, dan mengurangi bagian-bagian lagu/ musik, lirik, serta 
memberikan ornamen-ornamen pada lagu yang akan dinyanyikan agar 
terdengar lebih indah dan harmoni. Sebenarnya arranger dalam sebuah 
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paduan suara sangat berperan penting dalam menunjang semua 
penampilan bernyanyinya paduan suara dalam berbagai kesempatan 
pekerjaan. Dalam melakukan  aransemen, arranger harus menyesuaikan 
musik, lagu, lirik, serta  ornamen dalam bernyanyi dengan kebutuhan 
paduan suaranya agar terbentuk suatu penampilan yang menarik dan 
berkualitas. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup lama dalam 
melakukan aransemen ulang pada lagu. Belum lagi, aransemen ulang 
yang telah dilakukan, biasanya harus diubah lagi apabila tidak sesuai 
dengan keinginan paduan suara tersebut. 
Setelah arranger melakukan aransemen ulang pada lagu yang 
akan dinyanyikan oleh paduan suara, tibalah saatnya untuk berlatih. 
Berlatih dimaksudkan agar pada saat performance (menampilkan) paduan 
suara tersebut tidak kaku untuk menyanyikan lagu hasil aransemen ulang 
yang baru. Berdasarkan penelitian penulis, penulis menemukan informasi 
yang cukup penting, yaitu manager yang biasanya bertugas untuk 
menerima pekerjaan, juga merangkap jabatan sebagai conductor (dirijen). 
Hal ini dilakukan untuk menghemat biaya pengeluaran dalam hal 
pemberian upah oleh pihak paduan suara, jika manager dan conductor 
adalah orang yang sama. Hal tersebut semakin menegaskan bahwa 
adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan antara pihak paduan suara, 
arranger, dan manager yang tentunya melancarkan kegiatan aransemen 
ulang lagu dan musik dapat terlaksana dengan baik. 
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Apabila hak pencipta asli/ pertama sudah diserahkan atau dialihkan 
kepada pihak lain atau telah berakhir masa berlakunya hak tersebut, 
namun nama pencipta asli/ pertama tetap harus dicantumkan di dalam 
karyanya. Selanjutnya mengenai perubahan atas ciptaannya, meskipun 
hak ciptanya sudah beralih atau dialihkan kepada pihak ketiga sekalipun, 
namun perubahan atas ciptaan hanya dibenarkan dengan persetujuan 
pencipta asli/ pertama atau ahli warisnya. Perubahan biasanya selalu 
mengikuti berkembangnya kemajuan sosial budaya yang terus berubah 
dalam masyarakat. Seiring dengan berkembangnya kemajuan sosial 
budaya tersebut, maka suatu ciptaan yang dilahirkan berdasarkan kreasi 
(daya cipta) manusia perlu mengalami perubahan. Untuk perubahan itulah 
diperlukan adanya persetujuan dari pihak pencipta asli/ pertama atau ahli 
warisnya sebagai pemegang hak moral. Apabila terjadi perubahan atas 
ciptaan pencipta asli/ pertama itu begitu banyak, maka patutlah bagi pihak 
yang melakukan perubahan atas ciptaan tersebut untuk melakukan 
perundingan dengan pencipta asli/ pertama sebelum dipublikasikan/ 
ditampilkan di depan khalayak umum/ banyak, hal ini dimaksudkan agar 
tidak mengubah makna atau maksud semula dari pencipta asli/ pertama. 
Perubahan lain lagi yang harus mendapatkan persetujuan dari 
pencipta asli/ pertama adalah mengenai perubahan judul, isi ciptaan, dan 
nama pencipta. Oleh karena itu, undang-undang memberikan hak kepada 
pencipta asli/ pertama untuk mengubah atau tidak mengubah judul 
ciptaannya, mengubah isi ciptaannya, dan untuk memberikan persetujuan 
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atau tidak memberikan persetujuan atas perubahan judul yang diusulkan 
oleh orang lain. Itulah prinsip hak moral yang dianut oleh hak cipta 
(UUHC). Dalam UUHC itu memberikan hak kepada pencipta untuk 
mengontrol ciptaannya dan untuk melarang orang lain untuk mengubah 
ciptaannya dalam bentuk apapun yang mungkin dapat berakibat buruk 
pada reputasi seninya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 
pencipta asli/ pertama, antara lain54: 
1. Mengajukan permohonan penetapan sementara ke pengadilan niaga 
dengan menunjukkan bukti-bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti 
adanya pelanggaran. Penetapan sementara ditujukan untuk: 
a. Mencegah berlanjutnya pelanggaran hak cipta, khususnya 
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar hak cipta atau 
hak terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk tindakan importasi. 
b. Menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta atau 
hak terkait tersebut guna menghindari  terjadinya penghilangan 
barang bukti. 
2. Mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran 
hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan, 
kemudian untuk mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat 
memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman 
barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela). 





3. Melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI 
dan/atau PPNS Dirjen HKI. 
Jadi, dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran terhadap 
suatu ciptaan nantinya akan ditangani ketika pencipta/ pemegang hak 
mengadukan adanya pelanggaran terhadap karya ciptanya. Dalam hal ini, 
maka yang harus berperan aktif adalah pencipta/ pemegang hak dalam 
melaporkan adanya pelanggaran atau sama saja dengan delik aduan, 
sedangkan jika kembali pada hakikatnya dari hak cipta itu sendiri yang 
menegaskan bahwa hak cipta merupakan delik biasa yang dimana tanpa 
aduan pun, ketika terjadi pelanggaran hak cipta, maka yang harus 
berperan aktif dalam penanganan pelanggaran ini adalah Pemerintah atau 
dalam hal ini penyidik. 
B. Upaya Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Lagu Asli Terhadap 
Aransemen Ulang Yang Dilakukan Oleh Paduan Suara 
Karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, pada 
dasarnya adalah juga karya intelektual manusia yang dilahirkan sebagai 
perwujudan kualitas rasa. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi 
pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 
memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 
ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku55. Jadi, dapat terlihat  bahwa hukum 
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menjamin kepemilikan atas ciptaan tersebut serta menjamin setiap 
manusia atas penguasaan ciptaan untuk dapat menikmati secara eksklusif 
atas benda atau ciptaan yang dihasilkannya dengan dilindungi hukum56.  
Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa perlindungan 
hukum juga melindungi pencipta selaku subjek hukum yang menciptakan 
karya lagu/ musik.  
Keberadaan hukum tidak dapat dipisahkan dari adanya 
masyarakat, dan hukum dibentuk sebagai pedoman untuk mengatur 
masyarakat, sehingga perlindungan hukum dapat memberikan 
perlindungan akan harkat dan martabat serta adanya pengakuan terhadap 
hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam lingkup negara 
hukum (machstaat) berdasarkan ketentuan hukum agar terhindar dari 
kesewenang-wenangan57. 
Perlindungan hukum atas karya cipta lagu/ musik sangat terkait 
dengan pemerintah, hal ini dikarenakan pemerintah sebagai titik 
sentralnya. Adanya tindakan pemerintah sebagai titik sentralnya, maka 
terbentuk 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu58 : 
a. Perlindungan Hukum Preventif 
Pada perlindungan hukum preventif ini mempunyai tujuan untuk 
mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan. 
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b. Perlindungan Hukum Represif 
Perlindungan hukum represif ini mempunyai tujuan untuk 
menyelesaikan sengketa. Bentuk penanganan perlindungan hukum 
represif ini, seperti pada peradilan umum dan peradilan niaga. 
Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam kaitannya dengan 
perlindungan hak cipta adalah peran organisasi profesi di bidang hak 
cipta, dimana keberadaannya sangat membantu para pencipta dalam 
mengurus, mengawasi hak-hak yang dimiliki pencipta atau pemegang hak 
cipta dan hak-hak terkait, baik dalam kaitannya dengan fungsinya untuk 
memajukan kepentingan atas hak pencipta para anggota organisasi 
maupun dalam rangka upaya perlindungan dan penegakan hukum 
terhadap hak pencipta. 
Perlindungan termasuk di dalamnya hak untuk mengeksploitasi 
terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta 
dikelola secara kolektif oleh YKCI. YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) 
merupakan badan administrasi kolektif untuk mengurus masalah 
performing right dan mechanical right suatu karya cipta musik dan/atau 
lagu di wilayah Negara Republik Indonesia. Selain hak ekonomi yang 
secara khusus ditangani oleh YKCI, pencipta juga memiliki hak moral. 
Moral right selalu dicantumkan, karena tidak sedikit pencipta lagu 
mendapat honor dari users, bukan dari penyanyinya. Dalam memberikan 
perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu/ musik, sebenarnya YKCI 
sebagai lembaga publik yang melakukan perlindungan hukum terhadap 
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hak cipta karya lagu/ musik, bersama dengan pemerintah secara langsung 
tentu menjadi  bagian dari sistem hukum tersebut. 
Pelaksanaan perlindungan hukum tersebut oleh institusi lembaga 
atau badan hukum yang diberi kewenangan untuk itu. Lembaga yang 
mempunyai kewenangan dalam bidang hak cipta karya lagu/ musik adalah 
YKCI yang sebagai lembaga privat yang berbentuk yayasan dan dalam 
Akte pendiriannya berasaskan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta adanya 
Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Hak Cipta, Paten, dan Merek 
dengan YKCI tentang Hak Cipta. 
Penanggulangan terhadap pelanggaran hak cipta juga dilakukan 
oleh YKCI. YKCI menganggap mereka adalah sebuah yayasan yang 
diberi tanggung jawab oleh Pencipta untuk menagihkan royalti kepada 
users sehingga YKCI merasa berkewajiban memberikan informasi atas 
ketentuan-ketentuan yang terdapat pada UUHC kepada pemegang hak 
cipta ataupun pengguna hak cipta.59 
Adapun bentuk penanggulangan atas pelanggaran hak cipta yang 
dilakukan oleh YKCI yaitu melakukan sosialisasi. Dengan adanya 
pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab 
atas karya cipta yang telah diciptakan dengan proses yang sangat sulit 
dan membutuhkan daya kreativitas yang sangat tinggi ini, maka sudah 
sewajarnya pihak yang berwenang untuk memberikan perlindungan 
terhadap karya cipta tersebut, terkhusus untuk karya cipta lagu dan musik.  






Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muhammad 
Mustafa selaku Ketua Yayasan Karya Cipta Indonesia Wilayah Makassar, 
mengatakan bahwa tidak ada aturan yang secara khusus menguraikan 
tentang aransemen lagu dan musik. Menurutnya, segala sesuatu yang 
berhubungan dengan pencipta adalah juga menjadi urusannya (YKCI). 
Namun, dalam hal aransemen ulang lagu dan musik YKCI tidak bisa 
berbuat banyak terhadap banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam 
masalah tersebut. Beliau mengharapkan dengan adanya kasus seperti ini 
yang seakan menjadi kebiasaan masyarakat dan cenderung terjadi 
pembiaran saja, maka pemerintah harus menambahkan aturan yang 
cukup jelas mengenai aransemen ulang lagu dan musik agar YKCI dapat 
meminimalisir pelanggaran terhadap aransemen ulang lagu dan musik 
yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab60. 
Pentingnya perlindungan yang memadai terhadap musik dan lagu 
dapat dikaitkan dengan aspek pengembangan kebudayaan dan aspek 
potensi ekonomi. Dilihat dari sudut pengembangan kebudayaan, musik 
dan lagu mencerminkan dan membawa nilai-nilai budaya bangsa yang 
sifatnya khas. Oleh karena itu, perlu dilestarikan dan dikembangkan dalam 
rangka mempertahankan kepribadian dan nilai-nilai budaya bangsa 
Indonesia ditengah era globalisasi yang dapat mengancam kepribadian 
bangsa. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya lebih memasyarakatkan 
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perlindungan hak cipta dalam rangka meningkatkan kreativitas seniman 
musik dan lagu untuk menghasilkan ciptaan yang lebih bermutu 
berdasarkan budaya bangsa sendiri.  
Apabila dilihat dari sudut ekonomi, musik dan lagu dapat 
memberikan andil yang besar dalam peningkatan ekonomi dan 
pendapatan nasional. Hal ini disebabkan karena dengan karya musik dan 
lagu memiliki potensi ekonomi dan bisnis yang besar, sebagai sumber 
pendapatan negara melalui pajak dan merupakan sumber penghasilan 
yang tidak kalah pentingnya bagi penciptanya.  
Di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak terdapat pengaturan 
khusus tentang perlindungan hak cipta karya musik dan lagu ini. Musik 
dan lagu merupakan salah satu karya yang dilindungi melalui Undang-
Undang Hak Cipta, sebagaimana karya-karya lainnya yang dicantumkan 
dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta. Tepatnya dalam ayat (1) 
huruf d yaitu “ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks”. Oleh 
karena itu, terhadap musik dan lagu berlaku peraturan umum yang juga 
berlaku untuk karya lainnya, kecuali disebutkan secara khusus tidak 
berlaku.  
Dalam penjelasan Pasal 12 ayat (1) huruf d, ditegaskan bahwa 
karya lagu atau musik dalam pengertian undang-undang diartikan sebagai 
karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri dari unsur lagu dan melodi, syair 
atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Pengertian utuh 
dimaksudkan bahwa karya cipta tersebut merupakan suatu kesatuan yang 
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dengan sendirinya hanya terdapat satu hak cipta saja untuk semua unsur 
diatas.  
Namun, adakalanya sebuah hak cipta lagu dan musik itu dimiliki 
secara bersama-sama oleh beberapa orang dengan cara pemilihan 
kolektif terhadap pemilikan, demikian dalam Undang-Undang Hak Cipta 
menjelaskan bahwa “tetapi dalam hal terjadi ketidakutuhan di antara 
mereka, sedangkan salah satu diantara mereka tidak bersedia melakukan 
pengaduan atau gugatan, maka yang lain berhak mengajukan pengaduan 
atau gugatan guna membela hak mereka, atau dalam pasal 6 setidak-
tidaknya untuk bagian yang merupakan ciptaannya”.  
Menyangkut dengan istilah “pengaduan” dalam penjelasan diatas 
haruslah ditafsirkan sebagai “laporan”, karena sejak Undang-Undang Hak 
Cipta Tahun 1987, pelanggaran terhadap hak cipta bukan lagi delik 
aduan, yang baru dapat dituntut di pengadilan apabila terdapat 
pengaduan dari pemilik atau pemegang hak cipta seperti yang diatur 
dalam Undang-Undang Hak Cipta 1982.  Apabila tidak diadukan oleh 
pihak yang berhak, aparat penegak hukum dapat melakukan 
pemeriksaan. 
Di dalam sistem perlindungan hak cipta, hukum membedakan dua 
macam hak yaitu hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral 
rights). Hak ekonomi adalah hak yang berkaitan dengan pemanfaatan 
secara komersial suatu ciptaan. Suatu ciptaan merupakan hasil karya 
yang dapat dilihat dari aspek ekonomi. Pengorbanan yang dilakukan oleh 
75 
 
pencipta merupakan suatu investasi yang perlu dikelola secara komersial 
untuk memperoleh keuntungan. Semakin bermutu suatu ciptaan, maka 
semakin tinggi pula potensi nilai komersialnya.  
Di samping hak ekonomi seperti yang diuraikan diatas, dikenal pula 
hak moral (moral rights). Hak moral ini merupakan manifestasi dari adanya 
pengakuan manusia terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non 
ekonomi. Dengan kata lain, hak moral merupakan penghargaan moral 
yang diberikan masyarakat kepada seseorang, karena orang tersebut 
telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Penghargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, 
tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepadanya 
untuk melakukan sesuatu apabila ada orang yang melanggarnya.  
Menyangkut dengan karya musik dan lagu, terdapat dua macam 
hak ekonomi yaitu hak mekanis (mechanical rights) yang berhubungan 
dengan produksi ulang lagu atau musik serta hak mengumumkan 
(performing rights) yang berkaitan dengan mendengarkan sebuah musik 
atau lagu misalnya menyanyikannya di tempat umum untuk kepentingan 
komersial. Pelaksanaan perlindungan hak ekonomi sekarang mencakup 
kedua hak di atas. Oleh karena itu, pelanggaran hak ekonomi dapat 
dibedakan berdasarkan dua kategori diatas.  
Pelaksanaan hak mekanis di Indonesia masih belum berjalan, hal 
ini terbukti dengan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi. Demikian 
juga upaya yang dilakukan oleh pencipta masih sangat kurang misalnya 
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masalah penagihan royalti atau mengajukan gugatan ke pengadilan atau 
mengadukan/melaporkan kepada pihak yang berwenang. Aparat penegak 
hukum juga tidak proaktif dalam mencari dan menyidik kasus-kasus 
mengenai hak cipta ini. Bentuk-bentuk pelanggaran hak mekanis, seperti 
penjiplakan musik dan lagu, aransemen ulang lagu dan musik, dll. 
Menyangkut dengan hak mengumumkan (performing right), pada 
kenyataannya dapat kita lihat juga belum dapat berjalan dengan baik, hal 
ini dapat dilihat dengan masih banyaknya pelanggaran dan belum 
berjalannya mekanisme pembayaran royalti kepada pemilik atau 
pemegang hak cipta.  
Pada umumnya pelanggaran hak mengumumkan ini dilakukan oleh 
hotel, wisma, restoran, kedai kopi, karaoke, dan lain-lain. Tempat-tempat 
ini melakukan pelanggaran hukum terhadap hak cipta karena 
memutarkan, memperdagangkan atau mempertunjukkan musik atau lagu 
yang dilindungi oleh hak cipta kepada pelanggannya, tanpa terlebih 
dahulu meminta izin kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya. 
Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta sebelum memutarkan lagu dan 
musik tersebut kepada orang lain, harus memperoleh izin terlebih dahulu 
kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hal ini dilakukan, karena 
menggunakannya dengan tujuan mencari keuntungan. Izin demikian 
biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan imbalan sejumlah 
uang (royalti) kepada pemilik atau pemegang hak ciptanya. Oleh karena 
itu, terhadap pelanggaran tersebut, hukum memberikan hak gugat secara 
77 
 
perdata kepada pemilik dan pemegang hak cipta dan hak tuntut secara 
pidana/kriminal kepada negara. Sanksi perdata yang terdapat dalam 
Undang-Undang Hak Cipta adalah ganti rugi dan penghentian 
penggunaan, sedangkan sanksi pidana antara lain berupa hukuman 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak 
Rp100.000.000,-.  
Sistem perlindungan hukum demikian didasarkan atas pemikiran 
bahwa seorang pencipta musik dan lagu untuk menghasilkan karya seni 
itu telah melakukan pengorbanan waktu, tenaga, dan dana. Untuk itu 
sudah selayaknya mereka menuntut pengembalian modal dan perolehan 
keuntungan ekonomi dari pengorbanan yang dilakukannya tersebut. 
Dalam perkembangan terakhir, kita harus menerima kenyataan bahwa 
implementasi perlindungan hak cipta di Indonesia belum maksimal, 
termasuk dalam tindakan aransemen ulang yang dilakukan oleh paduan 
suara. Oleh karena itu, masih harus dilakukan pembenahan yang cukup 
banyak. Untuk mendapatkan penggambaran lebih jauh terhadap kendala-
kendala penerapan Undang-Undang Hak Cipta yang memiliki muatan 
pendukung, sehingga pelanggaran hak cipta berupa aransemen ulang 
lagu dan musik yang dilakukan oleh paduan suara tersebut cenderung 
untuk terus-menerus dilakukan, karena : 
1. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap perlindungan hak 
cipta, 
2. Penegakan hukum yang lemah, 
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3. Rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap perlindungan hak 
cipta, 
4. Dampak negatif dari kemajuan teknologi. 
Rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
terhadap perlindungan hak cipta, membuka peluang yang besar untuk 
terciptanya kondisi yang memungkinkan oknum-oknum tertentu dalam 
melakukan aransemen ulang lagu dan musik. Karena akan menimbulkan 
sikap yang cenderung mengabaikan pentingnya perlindungan hukum atas 
karya cipta dalam industri musik. Kondisi tersebut  ditunjang dengan 
adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang sangat besar dan 
memuaskan dari setiap aransemen ulang lagu dan musik yang dilakukan 
oleh paduan suara. Dalam perhitungan matematis yang paling 
sederhanapun, seorang pelaku aransemen ulang tersebut dapat 
menghitung dengan meyakinkan seberapa besar keuntungan yang akan 
diperolehnya. 
Lemahnya penegakan hukum ini juga tidak terlepas dari tingkat 
pengetahuan dan pemahaman para aparat hukum yang menangani kasus 
aransemen ulang lagu dan musik tersebut. Oleh karena itu, tidak 
mengherankan jika di beberapa tempat dapat ditemui dengan mudah lagu 
dan musik yang merupakan hasil aransemen ulang. Padahal kita 
mengetahui dengan pasti bahwa pelanggaran hak cipta adalah kejahatan, 




Kondisi penegakan hukum yang lemah dan ditambah dengan 
rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap perlindungan 
hukum hak cipta dalam industri musik nasional, akan menimbulkan sikap 
yang tidak peduli dalam masyarakat kita. Dampak utama yang muncul dari 
ketidakpedulian masyarakat terhadap perlindungan hak cipta ini, akan 
menyebabkan terciptanya pasar bagi lagu dan musik hasil aransemen 
ulang yang dilakukan oleh paduan suara. Sehingga faktor-faktor 
pendukung terjadinya pelanggaran hak cipta dalam industri musik 
nasional semakin bertambah kuat. 
Di samping kondisi-kondisi di atas, kemajuan teknologi juga 
mempunyai peranan penting dalam memberi peluang terhadap 
pelanggaran hak cipta dalam industri musik nasional. Secara teknis 
dengan adanya kemajuan teknologi, dan kemudahan-kemudahan 
mendapat peralatan canggih untuk melakukan aransemen ulang secara 
mekanis, praktik aransemen ulang lagu dan musik dapat berlangsung 
dengan biaya murah dan dalam waktu yang singkat. Saat ini untuk 
melakukan aransemen ulang lagu dan musik dengan hasil yang baik 
dalam waktu singkat, hampir tidak diperlukan keahlian khusus, sehingga 
siapapun dapat melakukannya. 
Khusus untuk masalah aransemen ulang lagu dan musik ini sudah 
selayaknya mendapat pemikiran dan perhatian yang lebih serius dari 
berbagai pihak, baik dari kalangan masyarakat sendiri maupun para 
pelaku industri musik. Karena jika masalah ini dibiarkan terus 
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berkembang, maka usaha penanggulangan pelanggaran hak cipta atas 
aransemen ulang lagu dan musik akan menjadi percuma. Sudah saatnya 
sekarang ini perlindungan atas karya aransemen ulang lagu dan musik  
menjadi renungan bagi berbagai pihak, agar dapat diantisipasi dengan 
lebih baik sebelum kemajuan teknologi semakin meningkat. Kemajuan 
teknologi tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif 
saja, tetapi hal ini juga dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan terutama 
dibidang lagu dan musik. 
Hasil karya manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu 
pengetahuan yang sekarang dengan mudah direproduksi, dicetak, 
diperbanyak atau dibaca melalui penggunaan teknologi informasi ini tetap 
masih perlu dilindungi oleh Hukum Hak Cipta, sebagai tanda pengakuan 
terhadap hasil karya intelektual seseorang yang telah banyak 
mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran.  
Persoalan yang harus dipecahkan dalam memberikan perlindungan 
hak cipta pada abad informasi ini adalah bagaimana menciptakan 
perangkat hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan-
perubahan teknologi yang sangat cepat. Ketentuan hukum yang kaku 
akan menyebabkan hukum “ketinggalan kereta”, karena itu perangkat 











1. Undang-Undang Hak Cipta tidak cukup memberikan kontribusi yang 
besar kepada pencipta asli/ pertama dalam hal perlindungan hukum 
atas karyanya, karena UUHC tidak menjelaskan secara detail 
mengenai bagaimana sebenarnya perlindungan hukum terhadap 
karyanya yang diaransemen ulang oleh paduan suara yang dilakukan 
dengan tidak adanya batasan secara tegas terhadap aransemen ulang 
tersebut. Akan tetapi, dalam Pasal 24 ayat (2) menjelaskan bahwa 
“suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah 
diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta 
atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah 
meninggal dunia”. Hal tersebut tentunya berkaitan dengan hak moral 
yang dimiliki oleh pencipta yang sifatnya abadi dan kekal. Namun, ada 
beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pencipta asli/ pertama, dalam 
melindungi karyanya, yaitu; Pertama, mengajukan permohonan 
penetapan sementara ke pengadilan niaga dengan menunjukkan bukti-
bukti kuat sebagai pemegang hak dan bukti adanya pelanggaran. 
Penetapan sementara ditujukan untuk mencegah berlanjutnya 
pelanggaran hak cipta serta menyimpan bukti yang berkaitan dengan 
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pelanggaran hak cipta atau hak terkait tersebut guna menghindari 
terjadinya penghilangan barang bukti; Kedua, mengajukan gugatan 
ganti rugi ke pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan 
meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan, kemudian untuk 
mencegah kerugian yang lebih besar, hakim dapat memerintahkan 
pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman barang yang 
merupakan hasil pelanggaran hak cipta (putusan sela); dan Ketiga 
melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak penyidik POLRI 
dan/atau PPNS Dirjen HKI. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penanganan 
pelanggaran terhadap suatu ciptaan nantinya akan ditangani ketika 
pencipta/ pemegang hak mengadukan adanya pelanggaran terhadap 
karya ciptanya. Dalam hal ini, maka yang harus berperan aktif adalah 
pencipta/ pemegang hak dalam melaporkan adanya pelanggaran atau 
sama saja dengan delik aduan, sedangkan jika kembali pada 
hakikatnya dari hak cipta itu sendiri yang menegaskan bahwa hak cipta 
merupakan delik biasa yang dimana tanpa aduan pun, ketika terjadi 
pelanggaran hak cipta, maka yang harus berperan aktif dalam 
penanganan pelanggaran ini adalah Pemerintah atau dalam hal ini 
penyidik. 
2. Adapun bentuk perlindungan hukum atas karya cipta lagu asli atas 
aransemen ulang yang dilakukan oleh paduan suara, dengan 
pemerintah sebagai titik sentralnya, yaitu; Pertama, perlindungan 
hukum secara preventif mempunyai tujuan untuk mencegah terjadinya 
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sengketa atau permasalahan; dan Kedua, perlindungan hukum secara 
represif mempunyai tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Bentuk 
penanganan perlindungan hukum represif ini, seperti pada peradilan 
umum dan peradilan niaga. Satu hal yang tidak kalah pentingnya dalam 
kaitannya dengan perlindungan hak cipta adalah peran organisasi 
profesi di bidang hak cipta, dimana keberadaannya sangat membantu 
para pencipta dalam mengurus, mengawasi hak-hak yang dimiliki 
pencipta atau pemegang hak cipta dan hak-hak terkait, baik dalam 
kaitannya dengan fungsinya untuk memajukan kepentingan atas hak 
pencipta para anggota organisasi maupun dalam rangka upaya 
perlindungan dan penegakan hukum terhadap hak pencipta. Adapun 
lembaga yang dimaksud mempunyai kewenangan dalam melindungi 
hak cipta lagu dan musik adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia. YKCI 
(Yayasan Karya Cipta Indonesia) merupakan badan administrasi 
kolektif untuk mengurus masalah performing right dan mechanical right 
suatu karya cipta musik dan/atau lagu di wilayah Negara Republik 
Indonesia. Selain hak ekonomi yang secara khusus ditangani oleh 
YKCI, pencipta juga memiliki hak moral. Moral right selalu dicantumkan, 
karena tidak sedikit pencipta lagu mendapat honor dari users 
(pengguna), bukan dari penyanyinya. Dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap karya cipta lagu/ musik, sebenarnya YKCI sebagai 
lembaga publik yang melakukan perlindungan hukum terhadap hak 
cipta karya lagu/ musik, bersama dengan pemerintah secara langsung 
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tentu menjadi  bagian dari sistem hukum tersebut. YKCI juga 
berkewajiban memberikan informasi atas ketentuan-ketentuan yang 
terdapat pada UUHC kepada pemegang hak cipta ataupun pengguna 
hak cipta. Tetapi, dalam hal ini pihak YKCI sekan tidak berdaya dalam 
menjalankan semua tugasnya. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya 
tindakan secara tegas yang dapat dilakukannya dalam meminimalisir 
pelanggaran hak cipta terhadap aransemen ulang lagu dan musik. 
Dalam Pasal 15 huruf a juga menjelaskan, bahwa lagu dan musik 
memberikan fungsi sosial dalam penggunaannya, jikalau dalam 
penggunaannya tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar dari 
Pencipta. 
B. Saran 
1. Perlu adanya penyempurnaan ketentuan hukum agar dapat 
menciptakan perangkat hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap 
perkembangan yang ada, agar tidak ketinggalan zaman maka hukum 
mengenai hak cipta harus secara teratur ditinjau dan disempurnakan 
pengaturannya. Hal ini tentunya harus sejalan dengan tindakan yang 
tegas dari aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hak cipta 
sehingga upaya perlindungan hak cipta lagu dan musik dapat berjalan 
sesuai dengan yang diinginkan. 
2. Lembaga yang mengurusi tentang hak cipta perlu lebih diberdayakan 
keberadaannya, khususnya untuk para seniman atau pencipta yang 
tujuannya untuk kesejahteraan bagi pencipta seni. Dalam hal ini 
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Pemerintah juga harus mendukung dan bekerja sama dengan lembaga 
tersebut agar pelanggaran hak cipta terhadap lagu aransemen ulang 
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